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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Pemerintah
Kabupaten Cirebon. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini
merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029
disusun dengan menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah
dan hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (outcome)
Renstra sebelumnya serta evaluasi kontribusi keluaran (output) dari
seluruh kegiatan dan subkegiatan dengan memperhatikan regulasi yang
berlaku dan saran serta masukan dari pemangku kepentingan
pembangunan daerah.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal,
namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak
tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas serta kebijakan pimpinan
Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan tersusunnya Renstra ini,
diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat
Struktural, fungsional dan seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh

kesungguhan dan kerja kerasnya sehingga berhasil menyusun Renstra
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Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan baik.
Menyadari hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan seluruh
pegawai  Sekretariat Daerah  Kabupaten Cirebon  berkomitmen
melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja.

Sekian, terima kasih dan semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita

semua, Amin.

SEKRETARIS DA
KABUPATEN CI

BON,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
_ Pemibina Utama Madya
NIP. 19681022 198803 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan
pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya sehingga setiap Perangkat Daerah harus memiliki
Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah).

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra
Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
dinas/badan/kantor @ dan = perangkat-perangkat daerah  lainnya.
Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional

dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.
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Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

SKEMA RPJMD DAN RENSTRA PD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
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Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat
Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen
Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan
program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program
prioritas kepala daerah. Sementara penetapan kebijakan baru terkait
dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD
dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon selama

lima tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan
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penganggaran responsif gender, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang mendukung pencapaian visi
dan misi Bupati Cirebon.
Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. Persiapan Penyusunan Renstra Setda
Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan
Sekretaris Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Setda,
orientasi mengenai Renstra Setda, penyusunan agenda kerja tim
penyusun Renstra Setda, penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Setda
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Setda dilakukan bersamaan
dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan
Awal Renstra Setda mencakup analisis terhadap gambaran pelayanan
Setda, analisis permasalahan, penelahaan dokumen Renstra
sebelumnya, analisis isu strategis, perumusan strategi dan arah
kebijakan Setda untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
Setda, serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
strategi dan kebijakan Setda. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
Setda disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah;

c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
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d. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan;
e. Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Setda
Rancangan Renstra Setda disusun dengan menyempurnakan
Rancangan Awal Renstra Setda berdasarkan surat edaran Kepala
Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
Rancangan Renstra Setda disajikan sesuai dengan sistematika
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Setda dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh pemangku
kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Setda yang bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja
sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah
disusun dalam Rancangan Renstra Setda. Forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025
berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
000.7/9/BAPPELITBANGDA perihal Jadwal Forum Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Perangkat
Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala
Bappelitbangda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk diverifikasi
dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan

rancangan awal RPJMD.
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5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Setda

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Setda merupakan proses
penyempurnaan Rancangan Renstra Setda menjadi Rancangan Akhir
Renstra Setda berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Setda dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Setda
berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan
Akhir Renstra Setda disajikan dengan sistematika sama dengan
Rancangan Awal dan Rancangan Renstra Setda.

Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappelitbangda
untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian
disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah untuk

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2029 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia
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Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Renstra Setda 2025-2029 6



10.

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1313);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025
Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2023 Nomor 128).

1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran

yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator

kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah yang memuat program dan kegiatan.
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1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2029
2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Dalam
Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BABV PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah,

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
Instansi Daerah, dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, hukum dan kerja sama.

Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan
kerja sama,;

b. pengoordinasian pen3rusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum dan kerja sama;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan

tugasnya.
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1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri,
fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta
fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan
evaluasi kerja sama;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja
sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja
sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan

Renstra Setda 2085 -2029 12



dan otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi
kerja sama luar negeri clan evaluasi kerja sama; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat; clan
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pemndang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di di bidang pemndang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Ralcyat yang berkaitan dengan tugasnya.
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3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan
tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa
dan sumber daya alam;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa

dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
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1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, pengendalian clan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil serta sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan
tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian prumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
serta sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber
daya alam energi dan air;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
serta sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber

daya alam energi dan air;
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c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengamhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
serta sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber
daya alam energi dan air; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian pemmusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas,
menyelenggaralcan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi clan

pelaporan;
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Renstra Setda 2085 -2029 18



b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh
Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa.

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai
tugas:
a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
d. menyiapkan dan mengelola dokumen pemillhan beserta dokumen

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
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e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah.

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengelolaan selumh sistem informasi pengadaan
barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) clan infrastruktumya;

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa;

d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh
UKPBJ;

f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah
kepada masyarakat luas;

g. mengelola informasi kontrak; dan
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h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

c¢) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
dipimpin oleh Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa,
mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan
personel UKPBJ;

b. melaksanakan pengelolaan manaj emen pengetahuan pengadaan
barang/jasa;

c. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;

d. melaksanakan pengelolaan dan pengulcuran tingkat kematangan
UKPBJ;

e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

f. mengelola personil UKPBJ;

g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara
elektronik;

i. melaksanakan pengelolaan dan pengulcuran kinerja pengadaan
barang/jasa pemerintah;

j- melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi
proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah

provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
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k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan

l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan, clan perencanaan dan keuangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

organisasi;
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f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan

tugasnya.

1) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas,menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan,

staf ahli clan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan clan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasnya.

a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Renstra Setda 2085-2029 23



a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum,
persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan.

b) Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian
Perlengkapan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Umum.

Subbagian Perlengkapan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan
prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat
Daerah;

b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan
pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

d. melaksanakan pemeliharaan sarana danprasarana, menjaga kebersihan
dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah; dan
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e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat

Daerah.

c) Subbagian Rumah Tangga
Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah
Tangga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Umum.
Subbagian Rumah Tangga, mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan mmah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretariat daerah;
b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman
untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-

rapat.

2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggrung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan

tugas, menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasnya.

a) Subbagian Protokol
Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian Protokol yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Subbagian Protokol, mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan

Walcil Kepala Daerah.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
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Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tuga melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tuga,
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasnya.

4) Bagian Organisasi
Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Umum.
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
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kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan

kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam melaksanalcan tugas, menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata
Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasnya.

S. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan
Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas
Klerek, Operator dan Teknisi. Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan

berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

6. Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Selcretaris Daerah.

Staf Ahli terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-
isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah
Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat
internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/ kota dengan
menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan identifikasi masalah dan isu-isu atau kebijakan strategis
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dalam melakukan
telaahan dan kajian-kajian terhadap isu-isu atau kebijakan strategis;

c. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap data, fakta dan leterasi
yang terkait dengan permasalahan dan isu-isu atau kebijakan strategis

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
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d. perumusan hasil analisis dalam bentuk telaahan kepada Bupati

mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

e. pemberian masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam

pengambilan keputusan sesuai bidang tugas, fungsi dan mang

lingkupnya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
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2.1.2.Sumber Daya Sekretariat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

BUPATI CIREBON,
Ttd

IMRON

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat

Daerah Kabupaten Cirebon didukung oleh sumber daya manusia (SDM)

terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non ASN. Jumlah SDM Sekretariat

Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Renstra Setda 2025-2029

30



Tabel 2.1.
Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

No Pegawai Jumlah
1. | ASN 107 Orang
2. | Non ASN 124 Orang

Jumlah 231 Orang

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai, Bagian Umum
Sekretariat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon sebanyak 231 Orang terdiri dari Pegawai ASN sebanyak
107 orang (46,32%) dan Pegawai Non ASN sebanyak 124 orang (53,68%).

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah ASN Sekretariat
Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.

Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Tingkat Golongan

No Tingkat Golongan Jumlah
1. | Golongan IV 23 Orang
2. | Golongan III 58 Orang
3. | Golongan II 13 Orang
4. | Golongan I - Orang
5. | PPPK 13 Orang
Jumlah 107 Orang

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai, Bagian Umum
Sekretariat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, pegawai ASN pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon sebanyak 107 Orang terdiri dari Golongan IV sebanyak
23 orang (21,50%), Golongan III sebanyak 58 orang (54,21%), Golongan II
sebanyak 13 orang (12,15%), tidak terdapat pegawai Golongan I dan PPPK.

Sebanyak 13 orang (12,15%).
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Tabel 2.3.
Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | S3 1 Orang
2. | S2 25 Orang
3. |S1/D4 56 Orang
4. | D3 9 Orang
5. | SLTA 14 Orang
6. | SLTP 2 Orang

Jumlah 107 Orang

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai, Bagian Umum
Sekretariat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai ASN pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sebanyak 107 Orang terdiri dari S3
sebanyak 1 orang (0.9%), S2 sebanyak 25 orang (23,36%), S1/D4 sebanyak
56 orang (52,34%), D3 sebanyak 9 orang (8,41%), SLTA sebanyak 14 orang
(13.08%), dan SLTP sebanyak 2 orang (1.87%).

Tabel 2.4.

Pegawai Non ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | S2 1 Orang
2. |S1/D4 55 Orang
3. | D3 6 Orang
4. | SLTA 49 Orang
5. | SLTP 4 Orang
6. | SD 9 Orang

Jumlah 124 Orang

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai, Bagian Umum
Sekretariat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai Non ASN pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sebanyak 125 Orang terdiri dari S2
sebanyak 1 orang (0,8%), S1/D4 sebanyak 55 orang (44,35%), D3 sebanyak
6 orang (4,84%), SLTA sebanyak 49 orang (39,52%), SLTP sebanyak 4 orang

(3,23%), dan SD sebanyak 9 orang (7,26%).
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2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan
sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan
prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon.

Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

NO KODE NAMA BARANG | SATUAN JUMLAH
BARANG BARANG NILAI ASET
KIB A
1(1.3.1.01.01.01 | Tanah Bangunan m?2 2| 61.861.437.000,00
.001 Rumah Negara
Golongan I.
21 1.3.1.01.01.04 | Tanah Bangunan m3 2 7.188.949.167,00
.001 Kantor
Pemerintah.
311.3.1.01.02.01 | Tanah Rawa. m4 1 573.903.000,00
.001
4 11.3.1.01.02.01 | Tanah Sawah mS 1 239.935.350,00
.005 Irigasi.
5 1.3.1.01.02.02 | Tanah Tegalan. mo6 1 252.859.750,00
.001
KIB B
1 1.3.2.01.03.04 | Stationary Unit 1 714.840.000,00
.003 Generating Set.
21 1.3.2.01.03.05 | Portable Water Unit 19 97.025.354,00
.002 Pump.
3| 1.3.2.01.03.05 | Pompa Air. Unit 1 4.100.000,00
.010
4| 1.3.2.02.01.01 | Sedan. Unit 4 2.028.034.493,00
.001
5| 1.3.2.02.01.01 | Jeep. Unit 6 2.904.118.804,00
.002
6| 1.3.2.02.01.01 | Multi Purpose Unit 1 371.100.000,00
.004 Vehicle (MPV).
71 1.3.2.02.01.02 | Bus (Penumpang Unit 1 40.000.000,00
.001 30 Orang Keatas).
8| 1.3.2.02.01.02 | Micro Bus Unit 2 849.170.000,00
.002 (Penumpang 15
S/D 29 Orang).
9| 1.3.2.02.01.02 | Mini Bus Unit 32 7.654.782.428,00
.003 (Penumpang 14
Orang Kebawabh).
10 | 1.3.2.02.01.03 | Truck + Unit 4 1.015.000.722,00
.001 Attachment.
11 | 1.3.2.02.01.03 | Pick Up. Unit 4 699.760.000,00
.002
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NO KODE NAMA BARANG | SATUAN JUMLAH
BARANG BARANG NILAI ASET
12 | 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor. Unit S 106.819.700,00
.001
13| 1.3.2.02.01.05 | Kendaraan Roda Unit 1 30.200.000,00
.004 Tiga (Pengangkut)
14 | 1.3.2.02.01.06 | Mobil Patroli. Unit 1 568.200.000,00
.086
15 ] 1.3.2.02.02.01 | Gerobak Tarik. Unit 5 8.950.000,00
.001
16 | 1.3.2.03.02.05 | Tool Kit Set. Unit 1 15.000.000,00
.001
17 | 1.3.2.04.01.04 | Rak-Rak Unit 1 21.750.000,00
.004 Penyimpan.
18 | 1.3.2.05.01.01 | Mesin Ketik Unit 3 4.599.000,00
.001 Manual Portable
(11-13 Inci).
19 | 1.3.2.05.01.01 | Mesin Ketik Unit 5 13.244.000,00
.008 Elektronik/
Selektrik.
20 | 1.3.2.05.01.02 | Mesin Hitung Unit 1 1.760.000,00
.003 Elektronik/
Calculator.
21| 1.3.2.05.01.02 | Mesin Penghitung Unit 1 7.110.594,00
.007 Uang.
22| 1.3.2.05.01.03 | Mesin Fotocopy Unit 13 223.153.824,00
.008 Double Folio.
23 | 1.3.2.05.01.03 | Mesin Fotocopy Unit 2 46.800.000,00
.009 Electronic.
24 | 1.3.2.05.01.04 | Lemari Besi/ Unit 36 109.498.361,42
.001 Metal.
25| 1.3.2.05.01.04 | Lemari Kayu. Unit 79 692.562.981,72
.002
26 | 1.3.2.05.01.04 | Rak Besi. Unit 27 113.366.134,00
.003
27 | 1.3.2.05.01.04 | Rak Kayu. Unit 40 225.159.698,00
.004
28 | 1.3.2.05.01.04 | Filing Cabinet Unit 55 171.822.539,00
.005 Besi.
29 | 1.3.2.05.01.04 | Brandkas. Unit 8 17.279.919,00
.007
30| 1.3.2.05.01.04 | Peti Uang/Cash Unit 9 12.468.881,43
.008 Box/Coin Box.
31| 1.3.2.05.01.04 | Rotary Filling. Unit 1 54.000.000,00
.011
32| 1.3.2.05.01.04 | Lemari Kaca. Unit 15 112.544.621,00
.027
33| 1.3.2.05.01.05 | CCTV - Camera Unit 6 206.772.366,00
.002 Control Television
System.
34 | 1.3.2.05.01.05 | Papan Visual/ Unit 2 12.450.000,00
.003 Papan Nama.
35| 1.3.2.05.01.05 | White Board. Unit 2 3.550.000,00
.005
36 | 1.3.2.05.01.05 | Alat Penghancur Unit 26 56.002.600,00
.010 Kertas.
37 | 1.3.2.05.01.05 | Mesin Absensi. Unit S 39.900.419,00
.012
38 | 1.3.2.05.01.05 | LCD Projector/ Unit 15 122.298.500,00
.043 Infocus.
39 | 1.3.2.05.01.05 | Alat Perekam Unit 2 1.802.000,00
.047 Suara (Voice

Pen).
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KODE

JUMLAH

NO NAMA BARANG | SATUAN
BARANG BARANG NILAI ASET

40 | 1.3.2.05.01.05 | Sirine. Unit 1 8.700.000,00
.086

41| 1.3.2.05.02.01 | Meja Kerja Kayu. Unit 21 93.360.521,00
.002

42| 1.3.2.05.02.01 | Kursi Besi/ Unit 88 133.892.960,00
.003 Metal.

43 | 1.3.2.05.02.01 | Kursi Kayu. Unit 37 22.605.558,00
.004

44 | 1.3.2.05.02.01 | Meja Rapat. Unit 50 395.689.272,00
.008

45| 1.3.2.05.02.01 | Tempat Tidur Unit 1 2.045.000,00
.009 Besi.

46 | 1.3.2.05.02.01 | Tempat Tidur Unit 31 516.047.573,03
.010 Kayu.

47 | 1.3.2.05.02.01 | Meja Resepsionis. Unit S 31.238.500,00
.014

48 | 1.3.2.05.02.01 | Meja Panjang. Unit 6 22.065.350,00
.017

49 | 1.3.2.05.02.01 | Meja 1/2 Biro. Unit 92 232.636.000,00
.024

50| 1.3.2.05.02.01 | Kasur/Spring Unit 15 72.124.139,98
.025 Bed.

51| 1.3.2.05.02.01 | Meja Makan Unit 27 223.904.206,99
.028 Kayu.

52| 1.3.2.05.02.01 | Kursi Fiber Unit 2 2.340.000,00
.029 Glas/Plastik.

53 | 1.3.2.05.02.01 | Kursi Rapat. Unit 290 295.900.980,00
.030

54 | 1.3.2.05.02.01 | Kursi Tamu. Unit 15 178.301.754,00
.031

55| 1.3.2.05.02.01 | Kursi Putar. Unit 84 138.293.627,71
.032

56 | 1.3.2.05.02.01 | Bangku Tunggu. Unit 11 22.000.000,00
.035

57 | 1.3.2.05.02.01 | Meja Komputer. Unit 8 9.596.000,00
.039

58 | 1.3.2.05.02.01 | Sofa. Unit 49 735.358.611,95
.048

59 | 1.3.2.05.02.01 | Meja Rias. Unit 11 69.589.746,00
.049

60 | 1.3.2.05.02.02 | Jam Mekanis. Unit 3 13.146.048,99
.001

61 | 1.3.2.05.02.02 | Jam Elektronik. Unit 3 32.067.684,00
.003

62 | 1.3.2.05.02.03 | Mesin Penghisap Unit 11 42.377.372,02
.001 Debu/Vacuum

Cleaner.

63 | 1.3.2.05.02.03 | Mesin Pel/Poles. Unit 1 14.950.776,00
.002

64 | 1.3.2.05.02.03 | Mesin Pemotong Unit 20 60.693.183,00
.003 Rumput.

65 | 1.3.2.05.02.03 | Mesin Cuci. Unit 15 96.661.555,00
.004

66 | 1.3.2.05.02.04 | Lemari Es. Unit 42 251.338.978,00
.001

67 | 1.3.2.05.02.04 | AC Sentral. Unit 1 25.677.049,00
.002

68 | 1.3.2.05.02.04 | AC Split. Unit 189 1.488.062.737,04
.004

69 | 1.3.2.05.02.04 | Kipas Angin. Unit 29 79.069.046,00
.006
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KODE

JUMLAH

NO NAMA BARANG | SATUAN
BARANG BARANG NILAI ASET

70 | 1.3.2.05.02.04 | Exhause Fan. Unit 2 6.085.000,00
.007

711 1.3.2.05.02.05 | Kompor Gas (Alat Unit 17 56.463.740,34
.002 Dapur).

72 | 1.3.2.05.02.05 | Teko Listrik. Unit 6 29.685.000,00
.004

73 | 1.3.2.05.02.05 | Rice Cooker (Alat Unit 17 19.371.348,00
.005 Dapur).

74 | 1.3.2.05.02.05 | Oven Listrik. Unit 4 11.644.000,00
.006

75| 1.3.2.05.02.05 | Kitchen Set. Unit 7 137.293.229,00
.008

76 | 1.3.2.05.02.05 | Tabung Gas. Unit 9 7.533.002,00
.009

77 | 1.3.2.05.02.05 | Blender. Unit 17 20.125.275,00
.018

78 | 1.3.2.05.02.05 | Thermos Air. Unit 19 140.155.050,00
.025

79 | 1.3.2.05.02.06 | Televisi. Unit 83 673.269.079,15
.002

80 | 1.3.2.05.02.06 | Video Cassette. Unit 2 6.000.000,00
.003

81| 1.3.2.05.02.06 | Amplifier. Unit 1 1.050.000,00
.005

82 | 1.3.2.05.02.06 | Loudspeaker. Unit 10 184.961.821,00
.007

83 | 1.3.2.05.02.06 | Sound System. Unit 10 190.658.000,00
.008

84 | 1.3.2.05.02.06 | Wireless. Unit 16 57.973.651,00
.012

85| 1.3.2.05.02.06 | Megaphone. Unit 1 155.000.000,00
.013

86 | 1.3.2.05.02.06 | Microphone. Unit 15 24.000.000,00
.014

87 | 1.3.2.05.02.06 | Microphone Floor Unit 2 1.536.000,00
.015 Stand.

88 | 1.3.2.05.02.06 | Microphone Table Unit 7 7.210.000,00
.016 Stand.

89 | 1.3.2.05.02.06 | Unit Power Unit 3 92.251.695,00
.018 Supply.

90 | 1.3.2.05.02.06 | Alat Hiasan. Unit 32 207.288.801,00
.027

91 | 1.3.2.05.02.06 | Lambang Garuda Unit 9 9.032.000,00
.028 Pancasila.

92 | 1.3.2.05.02.06 | Aquarium (Alat Unit 1 25.000.000,00
.031 Rumah Tangga

Lainnya (Home
Use).

93 | 1.3.2.05.02.06 | Tiang Bendera. Unit 2 7.497.000,00
.032

94 | 1.3.2.05.02.06 | Water Filter. Unit 3 7.455.000,00
.035

95| 1.3.2.05.02.06 | Tangga Unit 10 31.855.000,00
.036 Aluminium.

96 | 1.3.2.05.02.06 | Kaca Hias. Unit 1 1.732.425,00
.037

97 | 1.3.2.05.02.06 | Dispenser. Unit 50 176.281.114,50
.038

98 | 1.3.2.05.02.06 | Mimbar/Podium. Unit 8 29.722.569,00
.039
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99 | 1.3.2.05.02.06 | Gucci. Unit 1 14.436.856,00
.040
100 | 1.3.2.05.02.06 | Mesin Pengering Unit 1 849.000,00
.043 Pakaian.
101 | 1.3.2.05.02.06 | Coffee Maker. Unit 1 2.320.000,00
.047
102 | 1.3.2.05.02.06 | Handy Cam. Unit 2 11.894.973,00
.048
103 | 1.3.2.05.02.06 | Heater (Alat Unit 2 6.060.000,00
.056 Rumah Tangga
Lainnya (Home
Use).
104 | 1.3.2.05.02.06 | Karpet. Unit 19 118.872.000,00
.057
105 | 1.3.2.05.02.06 | Vertikal Blind. Unit 27 63.446.490,00
.058
106 | 1.3.2.05.02.06 | Gordyin/Kray. Unit 1 62.500.000,00
.059
107 | 1.3.2.05.02.06 | Lampu. Unit 1 866.212,00
.069
108 | 1.3.2.05.02.06 | Bracket Standing Unit 9 64.287.000,00
.074 Peralatan.
109 | 1.3.2.05.02.07 | Alat Pemadam/ Unit 48 164.422.000,00
.001 Portable.
110 | 1.3.2.05.03.01 | Meja Kerja Unit 1 20.910.000,00
.001 Menteri/
Gubernur/
Bupati/ Walikota.
111 | 1.3.2.05.03.01 | Meja Kerja Unit 2 29.550.000,00
.002 Pejabat Eselon I /
Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/
Wakil Walikota.
112 | 1.3.2.05.03.01 | Meja Kerja Unit 3 9.668.823,00
.004 Pejabat Eselon II.
113 | 1.3.2.05.03.01 | Meja Kerja Unit 4 13.800.000,00
.005 Pejabat Eselon
I11.
114 | 1.3.2.05.03.01 | Meja Kerja Unit 82 157.203.678,18
.008 Pegawai Non
Struktural.
115 | 1.3.2.05.03.02 | Meja Rapat Unit 2 20.000.000,00
.005 Pejabat Eselon
II.
116 | 1.3.2.05.03.02 | Meja Tamu Biasa. Unit 7 15.600.000,00
.011
117 | 1.3.2.05.03.03 | Kursi Kerja Unit 6 61.370.000,00
.001 Menteri/
Gubernur/
Bupati/ Walikota.
118 | 1.3.2.05.03.03 | Kursi Kerja Unit 1 6.750.000,00
.003 Ketua/Wakil
Ketua DPRD.
119 | 1.3.2.05.03.03 | Kursi Kerja Unit 16 84.359.474,00
.004 Pejabat Eselon II.
120 | 1.3.2.05.03.03 | Kursi Kerja Unit S 12.750.000,00
.006 Pejabat Eselon
V.
121 | 1.3.2.05.03.03 | Kursi Kerja Unit 49 99.436.262,00
.008 Pegawai Non

Struktural.
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122 | 1.3.2.05.03.04 | Kursi Rapat Unit 38 26.980.000,00
.001 Menteri/
Gubernur/
Bupati/ Walikota.
123 | 1.3.2.05.03.05 | Kursi Hadap Unit 2 22.620.000,00
.001 Depan Meja Kerja
Menteri/
Gubernur/
Bupati/ Walikota.
124 | 1.3.2.05.03.05 | Kursi Hadap Unit 50 37.950.000,00
.003 Depan Meja Kerja
Ketua/ Wakil
Ketua DPRD.
125 | 1.3.2.05.03.05 | Kursi Hadap Unit 4 12.550.003,00
.004 Depan Meja Kerja
Pejabat Eselon II.
126 | 1.3.2.05.03.06 | Kursi Tamu di Unit 2 69.600.000,00
.002 Ruangan Eselon
I/ Wakil
Gubernur/ Wakil
Bupati/ Wakil
Walikota.
127 | 1.3.2.05.03.07 | Lemari Buku Unit 4 42.901.332,00
.001 Untuk Menteri/
Gubernur/
Bupati/ Walikota
Lemari Buku
Untuk Pejabat
Eselon.
128 | 1.3.2.05.03.07 | Lemari Buku Unit 2 33.000.000,00
.003 Untuk
Ketua/Wakil
Ketua DPRD.
129 | 1.3.2.05.03.07 | Lemari Buku Unit 22 215.429.340,00
.004 Untuk Pejabat
Eselon II.
130 | 1.3.2.06.01.01 | Audio Mixing Unit 4 135.905.155,00
.002 Portable.
131 | 1.3.2.06.01.01 | Audio Amplifier. Unit 1 3.000.000,00
.005
132 | 1.3.2.06.01.01 | Microphone/ Unit 6 23.963.050,99
.036 Wireless MIC.
133 | 1.3.2.06.01.01 | Uninterruptible Unit 1 25.600.000,00
.048 Power Supply
(UPS).
134 | 1.3.2.06.01.01 | Power Amplifier. Unit 2 56.504.927,00
.059
135 | 1.3.2.06.01.01 | Compact Disc Unit 1 3.000.000,00
.073 Recorder.
136 | 1.3.2.06.01.01 | Digital Audio Unit 3 6.145.824,99
.075 Taperecorder.
137 | 1.3.2.06.01.01 | Digital LED Unit 7 20.050.000,00
.090 Running Text.
138 | 1.3.2.06.01.02 | Video Monitor. Unit 17 1.332.380.000,00
.012
139 | 1.3.2.06.01.02 | Stabilizing Unit 1 6.800.000,00
.043 Amplifier.
140 | 1.3.2.06.01.02 | Tripod Camera. Unit S 13.267.349,00
.045
141 | 1.3.2.06.01.02 | Lighting Stand Unit 1 5.950.000,00
.055 Tripod.
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142 | 1.3.2.06.01.02 | Camera Film. Unit S 67.316.164,99
.060
143 | 1.3.2.06.01.02 | Lensa Kamera. Unit 6 93.900.000,00
.061
144 | 1.3.2.06.01.02 | Tele Recorder. Unit 1 1.500.000,00
.068
145 | 1.3.2.06.01.02 | Alat Pemanas Unit 5 12.138.000,00
.085 Prosesing (Water
Heater).
146 | 1.3.2.06.01.02 | Layar Film/ Unit 3 5.374.933,00
.105 Projector.
147 | 1.3.2.06.01.02 | Camera Digital. Unit 20 229.798.073,00
.126
148 | 1.3.2.06.01.02 | Connectors. Unit 3 5.940.000,00
.143
149 | 1.3.2.06.01.02 | Camera Unit 2 14.668.000,00
.163 Conference.
150 | 1.3.2.06.01.04 | Mesin Barcode. Unit 1 1.733.364,00
.045
151 | 1.3.2.06.01.05 | GPS Receiver. Unit 2 12.000.000,00
.038
152 | 1.3.2.06.02.01 | Telephone Unit 1 5.400.000,00
.001 (PABX).
153 | 1.3.2.06.02.01 | Pesawat Unit 1 2.879.035,00
.003 Telephone.
154 | 1.3.2.06.02.01 | Handy Talky (HT). Unit 14 93.614.889,00
.006
155 | 1.3.2.06.02.09 | Mobile Unit. Unit S 66.110.000,00
.009
156 | 1.3.2.08.01.43 | Alat Pemanas Unit 2 50.000.000,00
.002 Surya.
157 | 1.3.2.08.05.03 | Sirine (Proteksi Unit 4 98.176.439,00
.003 Lingkungan).
158 | 1.3.2.08.07.02 | Air Purlier. Unit 9 53.363.983,00
.046
159 | 1.3.2.10.01.01 | Local Area Unit 1 66.263.500,00
.003 Network (LAN).
160 | 1.3.2.10.01.01 | Internet. Unit 3 199.200.000,00
.004
161 | 1.3.2.10.01.02 | PC Unit. Unit 177 1.832.321.653,86
.001
162 | 1.3.2.10.01.02 | Lap Top. Unit 44 543.327.000,00
.002
163 | 1.3.2.10.01.02 | Note Book. Unit 72 610.592.575,02
.003
164 | 1.3.2.10.01.02 | Tablet PC. Unit 18 214.342.950,00
.009
165 | 1.3.2.10.02.03 | Monitor. Unit 20 223.334.699,40
.002
166 | 1.3.2.10.02.03 | Printer (Peralatan Unit 147 418.245.527,10
.003 Personal
Komputer).
167 | 1.3.2.10.02.03 | Scanner Unit 22 337.356.030,00
.004 (Peralatan
Personal
Komputer).
168 | 1.3.2.10.02.03 | External/ Unit 25 39.781.318,00
.017 Portable Hardisk.
169 | 1.3.2.10.02.04 | Server. Unit 16 384.540.348,00
.001
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170 | 1.3.2.10.02.04 | Router. Unit 4 85.745.000,00
.002
171 | 1.3.2.10.02.04 | Hub. Unit 8 45.112.000,00
.003
172 | 1.3.2.10.02.04 | Rak Server. Unit 8 77.013.547,00
.014
173 | 1.3.2.10.02.04 | Kabel UTP. Unit 2 47.125.404,00
.021
174 | 1.3.2.10.02.04 | Switch. Unit 1 57.895.000,00
.024
175 | 1.3.2.10.02.04 | Acces Point. Unit 11 84.480.000,00
.026
176 | 1.3.2.11.02.01 | Converter. Unit 5 24.000.000,00
.005
177 | 1.3.2.19.01.02 | Alat Tenis Meja. Unit 3 18.750.000,00
.001
178 | 1.3.2.19.01.02 | Alat Bilyard. Unit 1 11.843.000,00
.003
179 | 1.3.2.19.01.03 | Treadmill. Unit 3 52.200.822,00
.010
KIB C
1] 1.3.3.01.01.01 | Bangunan Unit 3 10.709.438.850,00
.001 Gedung Kantor
Permanen.
21 1.3.3.01.01.04 | Rumah Genset Unit 1 134.493.000,00
.006
3] 1.3.3.01.01.08 | Bangunan Unit 1 119.322.400,00
.001 Gedung Tempat
Ibadah
Permanen.
41 1.3.3.01.01.11 | Bangunan Olah Unit 2 748.810.000,00
.004 Raga Terbuka
Permanen.
5] 1.3.3.01.01.13 | Gedung Pos Jaga Unit 1 50.199.082,00
.001 Permanen.
6| 1.3.3.01.01.33 | Bangunan Parkir Unit 2 752.172.031,00
.001 Terbuka
Permanen.
71 1.3.3.01.01.36 | Taman Unit 1 36.390.000,00
.001 Permanen.
8] 1.3.3.01.02.01 | Rumah Negara Unit 4 7.033.478.222,00
.001 Golongan I Tipe A
Permanen.
9] 1.3.3.01.02.02 | Rumah Negara Unit 1 198.000.000,00
.001 Golongan II Tipe
A Permanen.
KIB D
11]1.3.3.04.01.04 | Pagar Permanen. Set 2 366.395.000,00
.001
21 1.3.3.04.01.04 | Pagar Semi Set 1 199.700.000,00
.002 Permanen.
3] 1.3.4.03.06.01 | Instalasi Gardu Set 1 169.945.915,00
.001 Listrik Induk
Kapasitas Kecil.
41 1.3.4.03.06.03 | Instalasi Pusat Set 2 123.366.013,00
.001 Pengatur Listrik
Kapasitas Kecil.
KIBE
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1] 1.3.5.01.01.01 | Ilmu Buku 59 7.280.000,08
.003 Pengetahuan
Umum.
2] 1.3.5.01.01.01 | Ensyclopedia, Buku 497 94.932.999,86
.006 Kamus, Buku
Referensi.
3] 1.3.5.01.01.03 | Agama Islam. Buku 37 4.425.000,00
.001
41 1.3.5.01.01.04 | Sosiologi. Buku 18 2.125.000,08
.001
5| 1.3.5.01.01.04 | Ilmu Politik. Buku 35 7.565.000,00
.003
6| 1.3.5.01.01.04 | Hukum. Buku 137 32.171.999,98
.005
7 1 1.3.5.01.01.04 | Pendidikan. Buku 13 3.800.000,00
.008
8] 1.3.5.01.01.07 | Teknologi. Buku 35 5.100.000,00
.002
9] 1.3.5.01.01.09 | Biografi. Buku 10 1.250.000,00
.002
10| 1.3.5.01.01.09 | Sejarah. Buku 31 4.275.000,00
.003
11 | 1.3.5.01.03.01 | Peta (Map). Buku 40 99.500.000,00
.001
12 | 1.3.5.01.03.03 | Lukisan Kanvas. Buku 22 97.000.000,00
.001
13 | 1.3.5.01.05.01 | Karya Seni Asli, Buku 10 37.211.596,00
.001 Lukisan Asli (Art
Original).
14 | 1.3.5.02.01.01 | Alat Musik Buku 2 96.654.987,00
.001 Tradisional/
Daerah.
15| 1.3.5.02.03.01 | Piagam. Buku 1 106.000,00
.003

2.1.3.Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan
fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan. Pelayanan sebagai Pengambil
Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja
penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan
daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan
sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah
yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

2. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah. Pelayanan

sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah,
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Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang
melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan
pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan,
evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan
masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah
dan pelayanan administratif kepada Perangakat Daerah di lingkup
Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon periode jangka menengah Renstra Tahun 2019 - 2024 dan Renstra
2025-2026 dapat diketahui capaian kinerja Sekretariat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 dan Renstra 2025-
2026 menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau

indikator lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.6.
Hasil Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
No Sasaran Target Target IKU Satuan 2 S b=y N <[ S =2 I =) N ] S 2SS9 |3
NSPK S| 8|S |S|S|S|I8§8|S|S|(S|S|S|S|S|S|S|S|S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 [ 13 [ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | 21 | 22 | 23
1 [Meningkatnya koordinasi Prosentase tingkat ketercapaian target persen 98 - - - -l 98 - - - -1100 - - - -
bidang Pendidikan RLS
Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam persen -] 80| 82| 84| 86 -1 80| 82| 84| 86 - -1100{100| 100|100
Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian
Target RLS
2 [Meningkatnya koordinasi Prosentase ketercapaian angka harapan persen 98 - - - - -l 98 - - - - -1100 - - - -
bidang kesehatan hidup
Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam persen -| 80| 82 84| 86 80| 82| 84| 86 100( 100{ 100| 100
Ketercapaian AHH
3 |Meningkatnya koordinasi Prosentase peningkatan pendapatan persen 98 - - - - -l 98 - - - - -1100 - - - -
bidang ekonomi masyarakat
Prosentase Kebijjakan dalam Peningkatan persen -| 80| 83 86| 89 - -] 80| 83 86| 89 - -1100( 100{ 100|100
Pendapatan Masyarakat
4 |Meningkatnya koordinasi Prosentase peningkatan koordinasi dalam persen 95| 95| 96| 97| 98 -l 95| 95| 96| 97| 98 -1100{ 100| 100{ 100( 100
keagamaan menurunkan angka friksi antar dan
internal umat beragama
5 [Meningkatnya koordinasi Prosentase penurunan penyakit persen 80 - - - - -1 80 - - - - -1100 - - - -
penurunan pekat masyarakat
Prosentase Peningkatan Koordinasi persen -1 81 - - - - -1 81 - - - - -1100[ 100 - -
dalam menurunkan Angka Penyakit
Masyarakat
6 |Meningkatnya Prosentase jumlah perda dan perkada persen 60 - - - - -1 60 - - - - -1 100 - - - -
implementasi jumlah yang diimplementasikan
kebijakan pemerintah Prosentase Jumlah Perda dan Perkada persen -l 62| 65 68| 70 - -l 62 65 68| 70 - -1100( 100|100 100
daerah yang dievaluasi
7 |Meningkatnya kualitas Laporan penyelenggaraan pemerintah laporan 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 -1100{ 100( 100| 100| 100
kinerja penyelenggara daerah (LPPD)
pemerintah daerah
8 [Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan masyarakat poin 3.26|3.30(3.35|3.40|3.50 -13.26]3.30(3.35|3.40|3.50 -1100{ 100( 100| 100| 100
administrasi pemerintahan
daerah
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Tabel 2.7.
Hasil Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Realisasi . .
Target Target i Rasio Capaian
No. Sasaran NSPK Target IKU Satuan | Renstra Tahun Tahun Pada Tahun
2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya Akuntabilitas
1. Kinerja Instansi Pemerintah Nilai SAKIP Nilai 68,00 | 68,50 | 96,76 NA 142,29 NA
(LAKIP-Pemda)
Meningkatnya Indeks Indeks Kepuasan
2. Kepuasan Masyarakat (IKM- Poin 68,300 | 87,325 | 97,660 NA 113,16 NA
Masyarakat (IKM)
Pemda)
3. g:;}zlg{l;flmya Indeks Kualitas E}iﬁfjﬁa{ﬁﬁ% Poin 60,00 | 65,00| 24,60 NA | 41,00 NA
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Sedangkan jenis layanan yang terdapat pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Layanan E-Surat, merupakan jenis pelayanan surat masuk, penomoran

surat keluar, dan menerima proposal hibah dan bantuan sosial.
.Layanan LPSE, merupakan jenis pelayanan verifikasi penyedia
barang/jasa.

.Layanan Produk Hukum, merupakan jenis pelayanan konsultasi
penyusunan dan penomoran produk hukum daerah.

.Layanan Hibah dan Bantuan Sosial, merupakan jenis pelayanan
verifikasi dan validasi data calon penerima serta penyaluran hibah dan
bantuan sosial.

. Layanan Fasilitasi BUMD, merupakan jenis pelayanan penyusunan
rancangan produk hukum di bidang BUMD.

.Layanan Kerja Sama, merupakan jenis pelayanan dokumentasi
kesepakatan bersama, nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama
daerah.

Berdasarkan analisis kepuasan atas pelayanan pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan pada Tahun 2024 dapat

disimpulkan beberapa hal:

1. Ringkasan hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja

pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon per jenis layanan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.8.
Nilai IKM dan Mutu Pelayanan Per Unit Pelayanan/Jenis Layanan
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

No Unit Pelayanan / Nilai Mutu
Jenis Layanan IKM | Pelayanan

Umum / Layanan E-Surat 3,490 Baik

2. | Pengadaan Barang dan Jasa / Layanan 3,555 Sangat
LPSE Baik

3. | Hukum / Layanan Produk Hukum 3,506 Baik

Kesejahteraan Rakyat / Layanan Hibah dan 3,553 Sangat
Bantuan Sosial Baik

5. | Perekonomian dan SDA / Layanan Fasilitasi 3,561 Sangat
BUMD Baik

6. | Pemerintahan / Layanan Kerja Sama 3,335 Baik
Sekretariat Daerah 3,500 Baik

Sumber: Laporan SKM Setda Tahun 2024
Sesuai dengan indeks yang diperoleh, maka jika merujuk Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017, Kinerja Unit Pelayanan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon adalah Baik.

2. Berdasarkan hasil survei, diketahui unsur layanan dengan nilai rata
tertinggi adalah Biaya/Tarif, sedangkan nilai rata-rata terendah
adalah Prosedur Pelayanan.

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan telah dilakukan perbaikan
pelayanan dan pendampingan dalam kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) oleh Tim Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

4. Dari seluruh Unit Penyelenggara Layanan yang telah melaporkan hasil
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), telah terdapat rencana tindak lanjut
terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi
pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan
diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan

masyarakat meningkat.
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2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah
Kelompok sasaran layanan adalah kelompok sasaran penerima
manfaat dari pelayanan yang tersedia. Adapun kelompok sasaran layanan
yang tersedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada
tebel di bawah ini.
Tabel 2.9.

Kelompok Sasaran Layanan Per Unit Pelayanan/Jenis Layanan
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Unit Pelayanan /

No . Kelompok Sasaran
Jenis Layanan
1. | Bagian Umum / - Perangkat Daerah
Layanan E-Surat - Masyarakat yang mengusulkan
Hibah dan Bansos
2. | Bagian Pengadaan Barang dan | - Perangkat Daerah
Jasa / - Penyedia Barang dan Jasa
Layanan LPSE
3. | Bagian Hukum / Perangkat Daerah

Layanan Produk Hukum
4. | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Masyarakat Penerima Hibah dan

/ Bansos
Layanan Hibah dan Bantuan
Sosial
5. | Bagian Perekonomian dan BUMD
SDA /
Layanan Fasilitasi BUMD
6. | Bagian Pemerintahan / - Perangkat Daerah
Layanan Kerja Sama - Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Kerja Sama

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
2.2.1.Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon, Bupati
Cirebon selaku pimpinan daerah telah melakukan penggalian situasi
Kabupaten Cirebon dan kondisi eksisting Pemerintahan Kabupaten Cirebon
serta menuangkannya ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029.
Selain itu Bupati Cirebon juga telah melakukan telaah terhadap isu
strategis global, regional, dan nasional. Sebagai salah satu unsur yang

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
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pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah, Sekretariat Daerah perlu mengambil isu strategis secara top-down
maupun bottom-up.

Dalam Bab II Renstra Sekretariat Daerah ini, perumusan isu strategis
dilakukan dengan mengacu pada Bab II RPJMD tahun 2025-2029.
Pendekatan ini bersifat top-down, atau dari atas ke bawah. Selain itu
pendekatan bottom-up atau dari bawah ke atas juga dilakukan untuk
memperlengkapi kajian. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Focus
Group Discussion bersama semua Bagian yang berada di bawah Sekretariat
Daerah.

Dari RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, terdapat 4
(empat) aspek/kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan
keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, yaitu Aspek Geografi dan
Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah,
dan Aspek Pelayanan Umum. Rumusan permasalahan pembangunan
daerah tersebut dihasilkan dari Kertas Kerja Masalah-Akar Masalah
sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 2.10.

Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah
1. Aspek Geografi dan Demografi
Belum Optimalnya | Belum Belum optimalnya pengurangan
Perwujudan optimalnya dan penanganan persampahan
Lingkungan Hidup | kualitas Kurangnya kegiatan pemberian
yang Berkualitas | lingkungan informasi kepada masyarakat /
hidup stakeholder terkait peringatan

pencemaran lingkungan hidup
sebagai bentuk mitigasi /
pencegahan

Masih tingginya pola BABS
masyarakat melalui
pemanfaatan sungai untuk
kegiatan MCK
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Terbatasnya fasilitas pengolahan
limbah cair (IPAL) dan belum
adanya IPLT
Keterbatasan cakupan
pelayanan dan pengelolaan
sampah
Pengelolaan kawasan hutan
belum optimal

Ketahanan dan Belum Akses pangan yang tidak merata

kemandirian optimalnya karena faktor ekonomi (Daya

pangan daerah penanganan beli) dan Fisik

belum terwujud ketahanan Sebaran wilayah produksi hanya
pangan di daerah - daerah tertentu

dimana arus distribusi pangan
searah dari wilayah produsen ke
konsumen

Rantai Distribusi yang panjang
yang menyebabkan biaya
perdagangan dan disparitas
harga antara produsen dan
konsumen

Belum tersedianya Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah

Masih terdapat desa rentan
rawan pangan

Lahan pertanian yang
sebelumnya seluas 51.000 Ha
menjadi sekitar 48.000 Ha di
dokumen RTRW tahun 2024-
2044

Belum optimalnya
mitigasi bencana

Tingginya risiko
dan ancaman
bencana

Kurangnya intensitas sosialisasi
dan edukasi kebencanaan bagi
masyarakat, dunia usaha,
maupun perangkat daerah

Persentase indeks risiko
bencana meningkat di setiap
tahun sehingga perlu adanya
mitigasi bencana (SDG’s)

Peningkatan laju indeks risiko
bencana daerah pada 5 tahun
terakhir (SDG’s)

Belum
optimalnya
penanganan
bencana
kebakaran

Belum terbangunya Gedung
Dinas Pemadam Kebakaran dan
penyelamatan yang
Respresentatif

Kurangnya Pos Sektor jaga
cakupan ketersediaan Pos sektor
jaga baru mencapai 25 %

Belum Optimalnya sistem
informasi dan komunikasi
kebakaran (SKIK)
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Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Minimnya sarana dan prasarana
pemadaman dan
penanggulangan kebakaran

Terbatasnya personil pemadam
kebakaran

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Relatif tingginya
kemiskinan

Tidak
mencukupinya
kualitas sumber
daya manusia

Belum optimalnya akses
terhadap pemenuhan layanan
dasar, termasuk adanya
keterbatasan akses terhadap
pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan/atau
pelayanan lainnya yang
diselenggarakan pemerintah

Belum terpenuhinya hak
penyandang disabilitas yang
miskin dan rentan dasarnya dan
inklusivitas (SDG’s)

Masih tingginya
jumlah PPKS

Belum optimalnya Penanganan
kemiskinan dan masyarakat
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Belum optimalnya penanganan,
pembinaan, dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan
rehabilitasi sosial, Koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan
penanggulangan kemiskinan
belum optimal

Belum optimalnya
penyerapan
tenaga kerja

Belum efektifnya

Belum optimalnya

optimalisasi pengembangan kewirausahaan

penyerapan dan kompetensi/keterampilan

tenaga kerja angkatan kerja sesuai

lokal kebutuhan pasar
Rendahnya penyerapan
angkatan kerja terutama yang
memiliki kompetensi
Kompetensi tenaga kerja yang
belum sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha, dunia industri dan
dunia kerja

Belum Minimnya pelibatan balai latihan

optimalnya kerja pemerintah, swasta

fasilitasi maupun komunitas dan

pemerintah lembaga pelatihan untuk

daerah untuk meningkatkan kompetensi

menciptakan tenaga kerja

tenaga kerja
terdidik dan
terlatih

Sarana dan prasarana pelatihan
kerja yang kurang responsif
terhadap kebutuhan pelatihan
kerja
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Kemandirian Belum Belum optimalnya hilirisasi dan
ekonomi daerah optimalnya pemasaran produk-produk
belum terwujud peningkatan unggulan daerah

produktivitas Belum optimalnya peningkatan
dan nilai tambah | produktivitas dan nilai tambah
komoditi komoditi unggulan daerah
pertanian
Masih rendahnya
pengembangan kemitraan
pengelolaan dan penanganan
pemasaran hasil komoditi
pertanian
Produksi ikan mengalami
penurunan
Kurangnya pemahaman
terhadap teknologi perikanan
Terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung di sektor
pertanian (SDG’s)
Terbatasnya lapangan pekerjaan
di sektor pertanian (SDG’s)
Pusat-pusat Belum efektifnya pemanfaatan
pertumbuhan potensi unggulan daerah
ekonomi belum Kabupaten Cirebon
dikembangkan Belum optimalnya

secara optimal
dalam
menghasilkan
produk unggulan
yang berdaya
saing

pengembangan ekonomi lokal

Pengembangan destinasi
unggulan daerah belum terarah,
termasuk dukungan akses dan
infrastruktur multi pihak dalam
pengembangan destinasi wisata

Kerjasama dan promosi wisata
masih kurang

Menurunnya jumlah wisatawan
selama 5 tahun terakhir
terutama pada tahun 2020 dan
2021 (SDG’s)

Kurangnya tingkat
pembangunan pada wisata
budaya, wisata alam, dan wisata
kuliner (SDG’s)

Kurangnya fasilitas penunjang
wisata yang kurang memadai
(akses jalan, kebersihan,
penerangan jalan) (SDG’s)
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum Menurunnya produktivitas
optimalnya tanaman per satuan luas,
pengelolaan dan | tantangan dan kebutuhan akan
peningkatan alih fungsi lahan
produktivitas Distribusi pangan ke

tanaman pangan
utama

masyarakat belum merata

Ketergantungan masyarakat
pada jenis pangan beras dan
kurangnya diversifikasi pangan
terutama pangan non beras

Belum
optimalnya
penyediaan dan
pelayanan
infrastruktur
dasar yang
menunjang
aktivitas sosial
dan ekonomi

Masih banyak pelaksanaan
pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah

Belum optimalnya peningkatan
kemantapan jalan

Masih tingginya kawasan
kumuh dengan rumah tidak
layak huni (RTLH)

masyarakat Cakupan pelayanan air yang
belum optimal

Belum Masih kurangnya pemahaman

optimalnya pemanfaatan bahan baku

pengembangan Belum berkembangnya produk-

industri produk olahan berbahan baku

lokal

Belum optimalnya pemanfaatan
teknologi industri

Kurangnya kesadaran pelaku
usaha dalam pemenuhan
standardisasi dan sertifikasi
produk industry

Kurangnya Komitmen Pelaku
Usaha dalam Penerapan dan
Keberlanjutan standardisasi dan
sertifikasi produk industri

Belum optimalnya pengawasan
dan pengendalian produk
industri

Belum terintegrasinya data dan
informasi industri

Kurangnya kesadaran pelaku
usaha dalam pemenuhan
kewajiban pelaporan kegiatan
industri

Belum lengkapnya sarana dan
prasarana yang menunjang
kegiatan industri
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum Pelaku UMKM belum mampu
optimalnya mengikuti persaingan pasar
perkembangan global
UMKM Terbatasnya pada akses

permodalan
Belum optimalnya | Relatif Belum optimalnya akses dan

derajat kesehatan
masyarakat

rendahnya angka
harapan hidup

kualitas layanan kesehatan

Keaktifan BPJS Kesehatan
masih di angka sekitar 73%
sedangkan UHC seharusnya
diatas 90% sehingga belum UHC

Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan dengan sumber daya
manusia (tenaga Kesehatan)
tidak seimbang (SDG’s)

Belum
optimalnya
aspek promotif,
preventif, kuratif,
dan rehabilitasi

Akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan UKP dan
UKM yang berkualitas belum
optimal

Penyakit menular masih tinggi,
penyakit tidak menular
cenderung meningkat

Fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan FKRTL untuk UKP
dan UKM belum terpenuhi
sarana prasarana serta
penunjang sesuai standar

Kapasitas SDMK belum merata
di FKTP dan FKRTL (jumlah,
jenis dan kualitas, dan distribusi
antar faskes dan antar wilayah)

Status gizi masyarakat belum
optimal (Stunting, Anemia, KEK)

Akses masyarakat terhadap
lingkungan yang sehat dan
sarana sanitasi dasar yang sehat
belum merata/ kurang. (Air
Bersih, Jamban sehat,
pengelolaan limbah, pengelolaan
sampah)

Budaya PHBS di masyarakat
kurang

Belum optimalnya
pelaksanaan
program keluarga
berencana dan
pembangunan
keluarga

Belum
optimalnya akses
dan kualitas
pelayanan KB

Masih banyaknya PUS yang
tidak ingin punya tapi tidak ber-
KB

Kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang MKJP, serta
kurangnya dukungan internal
maupun eksternal

Kepesertaan KB Kabupaten
Cirebon masih rendah karena
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
fertility rate Kabupaten Cirebon
sudah di angka 2,19 %
Masih banyaknya kampung KB
yang stratanya tingkat dasar
Belum Lemahnya upaya pembinaan
optimalnya dan kesejahteraan keluarga
pemberdayaan
keluarga
Belum Masih tingginya angka
optimalnya kemiskinan, pernikahan dini
kualitas dan rendahnya akseptor KB
pembangunan Masih rendahnya tingkat
keluarga pendidikan, usia, status
pekerjaan dan persetujuan dari
pasangan
Belum optimalnya | Belum Meningkatnya kasus Kekerasan
kualitas hidup optimalnya Dalam Rumah Tangga (KDRT)
anak dan perlindungan dan Tindak Pidana Perdagangan
perempuan perempuan Orang (TPPO) yang dialami oleh
perempuan
Belum Kurangnya pembinaan,
optimalnya pelatihan dan pemberdayaan
pemberdayaan perempuan yang dilakukan
perempuan secara merata
Belum adanya kesempatan yang
sama untuk perempuan
mendapatkan pekerjaan yang
layak
Masih terdapatnya pola
pemikiran masyarakat yang
membatasi jenjang pendidikan
untuk perempuan
Belum adanya kebijakan yang
menyeluruh untuk kesetaraan
gender sampai tingkat
Desa/Kelurahan
Belum Peringkat Kabupaten Layak
optimalnya Anak (KLA) di Kabupaten
pencapaian Cirebon baru memperoleh
kabupaten kategori Pratama namu belum

ramah anak

semua sekolah dan pesantren
menjadi Sekolah Ramah Anak
(SRA)

Belum optimalnya
daya saing
pemuda dan
olahraga

Kurangnya
pengembangan
peran dan

kreativitas dalam

pembangunan
dan olah raga

Rendahnya partisipasi pemuda
dalam lapangan dan
kesempatan kerja

Belum optimalnya ketersediaan
sarana dan prasarana olahraga
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Masalah Pokok | Masalah

Akar Masalah

3. Aspek Daya Saing Daerah

Belum optimalnya | Belum
kualitas dan daya | optimalnya

Layanan pendidikan belum
berkualitas dan terakses hingga
ke pelosok

Masih kurangnya sarana dan
prasarana pendidikan

Kualitas tenaga pendidik dan
pendidikan belum sepenuhnya
terkualifikasi baik

Sistem pelaporan dan
manajemen pendidikan masih
rendah

Capaian di bidang pendidikan
terkait erat dengan ketersediaan
fasilitas pendidikan dan tenaga
pendidik. Sedangkan masih
belum meratanya rasio guru
PNS di tingkat SD dan SMP,
tidak berbanding lurus dengan
jumlah guru PNS yang pensiun
setiap tahunnya sekitar 200

guru

saing sumber kualitas

daya manusia pendidikan
Rendahnya
pencapaian rata-
rata lama

sekolah dan
harapan lama

Kurangnya motivasi peserta
didik untuk menempuh
pendidikan yang lebih tinggi

Adanya keterbatasan secara
ekonomi

sekolah Masih tingginya angka
pernikahan dini
Belum Rendahnya minat baca
optimalnya masyarakat
kemampuan Belum optimalnya layanan
literasi perpustakaan
Belum optimalnya | Belum Keterbatasan penyediaan
penyediaan optimalnya infrastruktur pengelolaan SDA
infrastruktur pembangunan Terbatasnya pembangunan
dasar dan wilayah | infrastruktur infrastruktur perdesaan
wilayah Keterbatasan kualitas dan

kapasitas jalan dan jembatan

Pengawasan dan penertiban
bangunan

Keterbatasan pelayanan
informasi jasa konstruksi

Kurang optimalnya kondisi
peralatan pendukung
pengelolaan infrastruktur (mis.
uji konstruksi dalam
penanganan jalan)

Belum optimalnya kinerja
penataan ruang Kabupaten
Cirebon
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan
permukiman pada kawasan
strategis
Belum Rendahnya akses masyarakat
optimalnya pelayanan air minum aman
peningkatan Rendahnya kualitas pelayanan
kualitas dan kesehatan dan sanitasi
jangkauan

layanan sarana
prasarana dasar

masyarakat
Belum Meningkatnya hambatan lalu
optimalnya lintas akibat aktivitas di pusat-
infrastruktur pusat kegiatan (komersil)
perhubungan Perencanaan prasarana dan
sarana jalan kurang berjalan
Angkutan umum kalah bersaing
dari angkutan online dan sepeda
motor yang lebih praktis
Belum optimalnya pemenuhan
sarana prasarana lalu lintas
Belum optimalnya belum
optimalnya penyediaan layanan
uji kendaraan
Belum Pendataan belum optimal dalam
optimalnya pengelolaan database
penyelenggaraan | perumahan, kawasan
perumahan dan | permukiman dan pertanahan
kawasan Keterbatasan
permukiman pembiayaan/anggaran
yang layak dan penyelenggaraan perumahan,
berkualitas kawasan permukiman dan
pertanahan
Belum optimalnya penyediaan
dan pengelolaan PSU
Masih banyaknya RTLH yang
belum teridentifikasi dan
tertangani
Belum tertibnya administrasi
pertanahan
Pembangunan infrastruktur
kesehatan terkendala oleh
status kepemilikan tanah
Adanya ancaman | Belum Pemerintah, masyarakat, dan
terhadap nilai- optimalnya swasta belum sinergis dan nyata
nilai budaya pengembangan dalam melestarikan dan
masyarakat yang | budaya memanfaatkan budaya asli

selaras dengan
tantangan
pembangunan

cirebon

Belum optimalnya pengelolaan
budaya daerah
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Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Kurangnya perlindungan
terhadap keberagaman ekspresi
budaya dan hak berkebudayaan
masyarakat (ritus, adat istiadat,
kesenian dan kesusastraan)

Rendahnya minat generasi muda
dalam upaya mempelajari dan
melestarikan budaya daerah

Masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan kesenian daerah

Belum
optimalnya
pengelolaan
pariwisata
daerah

Belum optimalnya media
promosi pariwisata dalam
meningkatkan kunjungan
wisatawan

Masih rendahnya apresiasi
masyarakat dan pelaku usaha
pariwisata terhadap kunjungan
wisatawan

Belum optimalnya pelaksanaan
event rutin tingkat nasional

Belum terbentuknya komite
ekonomi kreatif

Belum optimalnya perlindungan
dan pengembangan ekosistem
ekonomi kreatif

Belum ditetapkannya rencana
induk pembangunan pariwisata
kab/kota

Tidak adanya aset destinasi
pariwisata pemerintah daerah
untuk dikembangkan

Belum optimalnya sarana dan
prasarana menuju destinasi
wisata

Masih rendahnya sumber daya
manusia dalam pengelolaan
tempat wisata

Kehidupan
beragama belum
sepenuhnya
menghadirkan
keshalehan sosial

Penyelenggaraan
pelayanan dalam
rangka
ketertiban umum
dan
ketenteraman
masyarakat
belum optimal

Belum optimalnya penataan
toleransi kehidupan beragama
masyarakat

Kegiatan MTQ di kecamatan
pelaksanaannya masih belum
optimal, bentuknya masih
seremonial

Kegiatan dan personil linmas
masih terbatas

Upaya penegakan Perda belum
optimal
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Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Belum
terciptanya
kondusifitas
wilayah

Minimnya pemahaman terkait
nilai-nilai Pancasila, ancaman
radikalisme dan komunisme,
maupun penolakan terhadap
Pancasila

Melemahnya ketahanan ekonomi
sosial dan budaya akibat
pesatnya pertumbuhan
perekonomian dan industri

Masih belum optimalnya
pemberdayaan/pembinaan
organisasi kemasyarakatan

Masih belum optimalnya
partisipasi pendidikan politik
masyarakat dan pembinaan
parpol

Urgensi peningkatan
kewaspadaan terhadap hal yang
dapat mengganggu stabilitas
keamanan di daerah

Belum optimalnya
investasi di
daerah

Kurang
terarahnya
pembangunan
investasi di
daerah

Belum optimalnya promosi
investasi dilakukan

Belum optimalnya regulasi
kebijakan daerah dalam
mendukung kemudahan
penanaman modal

Kepuasan masyarakat atas
pelayanan perizinan

Investor tidak nyaman, pindah
ke daerah lain sekitar Cirebon
karena adanya demo dari tenaga
kerja serta harga lahan melonjak

Belum optimalnya
inovasi daerah

Kinerja inovasi
daerah yang
belum optimal

Kabupaten Cirebon memiliki
indeks inovasi daerah sebesar
47,15 dan termasuk dalam
kategori inovatif, nilai ini lebih
rendah dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Barat yaitu
sebesar 69,15 dengan kategori
sangat inovatif

Belum optimalnya sistem
pelayanan dan administrasi
pemerintahan

Minimnya inovasi dalam
pemanfaatan teknologi informasi
dan Komunikasi untuk
manajemen pemerintahan
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Masalah Pokok \

Masalah

Akar Masalah

4. Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola
pemerintahan
belum optimal
menyelenggarakan
pelayanan dan
kebijakan publik
yang berkualitas
dan merata

Belum Pengelolaan penyelenggaraan
optimalnya dan manajemen pemerintahan
kapasitas dan dalam mendukung pelayanan
akuntabilitas publik belum maksimal
kinerja Belum optimalnya tingkat
pemerintah pelayanan dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah
SDM (kuantitas dan kualitas
sdm yang masih kurang) dan
prasarana wajib ditingkatkan
untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat
Belum ada standar kompetensi
jabatan untuk pengelompokan
jabatan
Belum Pelayanan prima yang sesuai
optimalnya dengan SPM belum sepenuhnya
sistem dilaksanakan oleh seluruh
akuntabilitas aparatur pemerintahan

kinerja keuangan
daerah

Keselarasan /konsistensi antara
perencanaan program, kegiatan
dan anggaran sesuai dengan
tupoksi perangkat daerah belum
berjalan dengan baik

Belum optimalnya sistem
pengendalian intern pemerintah
di Kabupaten Cirebon

Belum optimalnya kinerja,
peran, kapasitas, dan
kapabilitas APIP/P2UPD

Penyelenggaraan
pemerintah
berbasis sistem
informasi masih
belum optimal

Apabila dibandingkan dengan
daerah lain, nilai SPBE
Kabupaten Cirebon tahun 2023
cukup tertinggal dengan wilayah
di sekitarnya. Wilayah yang
mendapat predikat baik untuk
nilai SPBE seperti Kabupaten
Cirebon adalah Kabupaten
Majalengka dan Kabupaten
Kuningan dengan nilai SPBE
masing-masing 2,89 dan 3,39,
sedangkan Kota Cirebon (3,55)
dan Kabupaten Indramayu
(3,53) memperoleh predikat
sangat baik

Pemberdayaan
masyarakat dan
pembangunan
desa belum
optimal

Pembangunan desa belum
diselenggarakan secara efektif
dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa

Pengembangan kawasan
perdesaan belum optimal
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Pengembangan BUMDes belum
optimal untuk mendukung
prioritas daerah
Peningkatan ADD tidak
berkorelasi dengan peningkatan
kinerja desa

Lemahnya Rendahnya kualitas pelayanan

koordinasi dan publik di tingkat kecamatan

pelaksanaan maupun desa

pembangunan Terdapat 10 Kecamatan yang

kewilayahan di belum memiliki alat cetak

tingkat pelayanan kependudukan

kecamatan Lemahnya koordinasi antar-
sektor (perangkat daerah) dalam
pengembangan kawasan
perdesaan

Pendapatan Pertumbuhan pendapatan asli

daerah belum daerah yang rendah

optimal Rasio kemandirian daerah

kemampuannya rendah sekali
dan rasio ketergantungan
daerah termasuk kedalam
kategori tinggi

Terkait

dengan Sekretariat

Daerah yang mempunyai

tugas

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terdapat

berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan

pelayanan Sekretariat Daerah secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Belum optimalnya masukan rekomendasi dalam rangka penyusunan

kebijakan daerah oleh Bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah

kepada Sekretaris Daerah.
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. Belum

. Belum

optimalnya masukan informasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan daerah secara komprehensif oleh Bagian Lingkup
Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah.
optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target
pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

. Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah secara optimal.

. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah.

. Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam
menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Berangkat dari berbagai permasalahan umum pelayanan Sekretariat

Daerah di atas selanjutnya dirumuskan lingkup masalah pokok, masalah

dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum Manajemen Kebutuhan penyediaan dan
Optimalnya Tata | penyelenggaraan tuntutan kualitas telaah
kelola pemerintahan daerah berbagai alternatif kebijakan

pemerintahan perlu didukung dalam penyelenggaran
dalam berbagai alternatif pemerintahan daerah yang
penyelenggaraan | kebijakan yang efektif | semakin kompleks dan
pelayanan dan dan tepat sasaran berkembang secara dinamis
kebijakan publik | Manajemen Sinergi penataan produk
penyelenggaraan hukum guna mendukung

pemerintahan daerah
perlu didukung oleh
agenda penataan
peraturan perundang
undangan

kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Belum optimalnya penataan
dan evaluasi produk hukum

BUMD
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Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Manajemen secara
integratif pelaksanaan
tugas perangkat
daerah belum optimal
sehingga pelaksanaan
tugas perangkat
daerah belum efektif
dan akuntabel

Belum optimalnya
manajemen pengendalian
pencapaian kinerja
perangkat daerah

Manajemen
pengelolaan kebijakan
strategis belum
optimal sehingga perlu
upaya peningkatan
kualitas pelaksanaan
kebijakan Daerah

Belum optimalnya
manajemen pelaksanaan
program/kegiatan strategis
sehingga pencapaiannya
cenderung belum efektif dan
akuntabel

Administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
belum optimal
mendorong efektifitas
koordinasi berbagai
lingkup pemerintahan
daerah

Koordinasi antar lingkup
pemerintahan daerah belum
optimal menfasilitasi
kebutuhan bersama
berbagai pihak

Belum optimalnya
pemanfaatan E-Surat oleh
Perangkat Daerah dan
masyarakat

Belum optimalnya proses
pemilihan pengadaan
barang/jasa

Pelaksanaan otonomi
daerah belum optimal
mendorong efektifitas
kerja sama berbagai
lingkup pemerintahan
daerah

Pelaksanaan otonomi
daerah belum optimal
mendorong efektifitas
penyelenggaran
pemerintahan secara merata
dan tepat sasaran pada
berbagai lingkup
pemerintahan daerah

Belum optimalnya
penyelenggaraan monitoring
dan evaluasi kerja sama
daerah

Belum optimalnya
pengelolaan hibah dan
bantuan sosial
kemasyarakatan

2.2.2.Isu Strategis
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensial menjadi
masalah maupun peluang di masa mendatang, di mana isu strategis lebih

berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan
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suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi
masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi
yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat
menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan
rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta hasil penelaahan
isu strategis daerah Kabupaten Cirebon. Berikut isu strategis pada lingkup

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu:
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Tabel 2.12.

Keselarasan Tupoksi, Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Potensi Isu KLHS q q :
Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan
Daerah yang yang - q
A er . dengan Sekretariat Daerah Isu Strategis
Menjadi . Permasalahan Sekretariat Relevan B
Tupoksi Sekretariat
Kewenangan Daerah dengan Daerah
Perangkat Sekretariat Global Nasional Regional
Daerah Daerah
Pemantapan | Pengoordinasian Manajemen penyelenggaraan Geopolitik, Kepemimpinan | Penguatan Peningkatan
tata kelola penyusunan pemerintahan daerah perlu Geoekonomi | dan Pengaruh | Tata Kelola peran Sekretariat
pemerintahan | kebijakan Daerah didukung berbagai alternatif dan di Dunia Pemerintahan, | Daerah dalam
melalui kebijakan yang efektif dan Disrupsi Internasional dan Pelayanan | manajemen
akselerasi tepat sasaran Teknologi Meningkat Publik yang penyelenggaraan
transformasi Manajemen penyelenggaraan Prima dan Pemerintah
digital dalam pemerintahan daerah perlu Handal Daerah
pelayanan didukung oleh agenda
publik penataan peraturan

perundang undangan

Pengoordinasian
pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah

Manajemen secara integratif
pelaksanaan tugas
perangkat daerah belum
optimal sehingga
pelaksanaan tugas
perangkat daerah belum
efektif dan akuntabel

Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah

Manajemen pengelolaan
kebijakan strategis belum
optimal sehingga perlu
upaya peningkatan kualitas
pelaksanaan kebijakan
Daerah
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Potensi
Daerah yang
Menjadi
Kewenangan
Perangkat
Daerah

Permasalahan Sekretariat

Tupoksi Daerah
Pelayanan Administrasi
administratif dan penyelenggaraan

pembinaan Aparatur
Sipil Negara pada
Instansi Daerah

pemerintahan daerah belum
optimal mendorong
efektifitas koordinasi
berbagai lingkup
pemerintahan daerah

Pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan
oleh Bupati terkait
dengan tugas dan
fungsinya

Pelaksanaan otonomi daerah
belum optimal mendorong
efektifitas kerja sama
berbagai lingkup
pemerintahan daerah

Isu KLHS
yang
Relevan
dengan
Sekretariat
Daerah

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan
dengan Sekretariat Daerah

Global

Nasional

Regional

Isu Strategis
Sekretariat
Daerah
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah
Kabupaten Cirebon dalam periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai
berikut:

Cirebon BERIMAN
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih Inovatif Maju
Agamis Aman”

Bersih

Pokok visi Bersih, mencerminkan tata kelola Pemerintahan yang
bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Pelayanan publik merupakan
titik strategis dalam memulai pengembangan dan penerapan good and clean
government. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong
tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Good and clean
government akan mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan
melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan
kewajaran. Pemerintahan yang bersih juga dapat mendorong timbulnya
kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat serta meningkatkan
kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan

ekonomi daerah yang berkesinambungan.

Renstra Setda 2085 -2029 66



Inovatif

Pokok visi Inovatif, memiliki makna ekosistem pemerintahan dan
masyarakat yang inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif
daerah. Pemerintahan yang inovatif ditandai dengan pemanfaatan teknologi
dalam pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta pengambilan kebijakan
berbasis data dan riset. Sementara itu, masyarakat yang inovatif
ditunjukkan melalui kreativitas dan adaptasi dalam pengembangan
ekonomi, pendidikan, dan budaya guna meningkatkan daya saing daerah.
Dengan membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, Kabupaten
Cirebon diharapkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif,
mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh.

Maju

Pokok visi Maju, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki
kualitas hidup tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung
infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan berkelanjutan
berbasis teknologi modern dan kearifan budaya lokal. Kemajuan daerah
tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia,
akses pendidikan yang merata, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai
aspek kehidupan. Modernisasi di Kabupaten Cirebon harus berjalan selaras
dengan pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, serta adat istiadat yang
menjadi identitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten
Cirebon dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan

akar budaya dan karakter yang telah diwariskan.
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Agamis

Pokok visi Agamis, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki
keimanan, taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam
aktivitas sehari-hari. Prinsip ini diwujudkan melalui penguatan pendidikan
keagamaan, pembinaan moral, serta pengamalan ajaran agama yang
toleran dan inklusif. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi tumbuhnya kehidupan beragama yang harmonis,
termasuk dengan mendukung sarana dan prasarana ibadah, membina
lembaga keagamaan, serta mendorong implementasi nilai-nilai etika dan
akhlak dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, tercipta
masyarakat yang berkarakter, berintegritas, serta mampu menjadikan
nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan
sosial yang damai dan sejahtera.

Aman

Pokok visi Aman, memiliki makna bahwa pemerintah menghadirkan
rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan
ketertiban umum, kerawanan bencana alam dan konflik sosial. Pemerintah
berkomitmen untuk menghadirkan suasana yang kondusif bagi
masyarakat melalui peningkatan sistem keamanan terpadu, optimalisasi
peran aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam
menjaga ketertiban sosial. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga menjadi
prioritas dengan memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan
masyarakat, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi

wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya.
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Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah
daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan Misi
Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Hasil rumusan misi pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebanyak
S (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani,
akuntabel, dan profesional. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok
visi “Bersih”. Dalam pelaksanaannya, misi ini menekankan pentingnya
penerapan prinsip good governance, yang mencakup transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, reformasi birokrasi
menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa sistem
pemerintahan berjalan secara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN), serta mengedepankan keterbukaan informasi publik.

Misi 2

Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Inovatif”. Peningkatan
daya saing daerah menjadi prioritas dalam misi ini, dengan
menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) yang
unggul, pengembangan pasar yang adaptif, serta penciptaan ekosistem
inovasi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan
strategi yang mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan

berbasis teknologi dan kewirausahaan, percepatan digitalisasi layanan
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publik dan ekonomi, serta penguatan jejaring kerja antara pemerintah,
dunia usaha, dan akademisi.

Misi 3

Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan
jati diri adat dan budaya. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok
visi “Maju”. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi yang berbasis
pada inklusivitas menjadi salah satu prioritas utama, dengan memastikan
bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan
kualitas manusia juga menjadi perhatian utama dalam misi ini. Pendidikan
yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pelestarian dan
penguatan budaya lokal menjadi pilar penting dalam membangun
masyarakat yang maju, berdaya saing, namun tetap memiliki identitas dan
jati diri yang kuat.

Misi 4

Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan
keyakinan para pemeluknya. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai
pokok visi “Agamis”. Fokus utama dari misi ini adalah membangun
kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, serta berlandaskan nilai-
nilai keimanan dan ketakwaan, baik di lingkungan aparatur pemerintahan
maupun masyarakat luas. Pembangunan ketahanan sosial berbasis nilai-
nilai religius menjadi aspek penting, dengan memastikan bahwa setiap
individu memiliki kebebasan menjalankan keyakinannya, sekaligus
menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman
agama. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya peningkatan

keimanan dan ketakwaan di lingkungan aparatur pemerintah agar dapat
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menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan
integritas, etika, dan nilai-nilai spiritual.

Misi 5

Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Misi ini
diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Aman”. Fokus utama dari misi
ini adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah
terhadap Dberbagai tantangan, termasuk bencana dan degradasi
lingkungan. Dalam pelaksanaannya, misi ini diarahkan pada
pembangunan ketahanan sosial dan keamanan guna menciptakan
lingkungan yang kondusif, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Selain
itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus utama
dalam misi ini.

Dari kelima misi diatas, Sekretariat Daerah menjalankan misi 1 yaitu
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel,
dan professional. Untuk mencapai misi tersebut, turunan kinerja pada

Sekretariat Daerah, rinciannya sebagai berikut:
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Tabel 3.1.
Rincian Visi, Misi 1, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Visi:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih Inovatif Maju
Agamis Aman
Misi 1:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel,
dan professional
Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Kabupaten Tujuan Kabupaten Sasaran
Mewujudkan Indeks Terwujudnya 1. Nilai SAKIP
Pemerintahan Reformasi Tata Kelola 2. Indeks
Bersih Birokrasi Pemerintahan Pelayanan
yang Adaptif, Publik
Akuntabel dan 3. Opini BPK
Transparan 4. Indeks SPBE
5. Rasio
Kemandirian
Fiskal

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari pernyataan tujuan dan
sasaran Pemerintah Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu S (lima). Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan
dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program
dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui
penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang mendukung capaian tujuan
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dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029

NSS PK dan Target Tahun
asaran . .
RPJMD yang Tujuan Sasaran Indikator Keterangan
Relevan 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Terwujudnya Terwujudnya Indeks Penilaian 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00
Tata Kelola Tata Kelola Mandiri Pelaksanaan
Pemerintahan | Pemerintahan Reformasi Birokrasi
yang Adaptif, | Yang Adaptif, (IPMPRB)
Akuntabel dan | Akuntabel dan . Meningkatnya 1.1. Indeks 420 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70
Transparan Transparan Akuntabilitas Pemantauan dan
dan Kualitas Evaluasi Kinerja
Pelayanan Penyelenggaraan
Publik Pelayanan Publik
(IPEKPPP)
1.2. Nilai SAKIP 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00
Komponen
Pelaporan
. Meningkatnya 2.1. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pelaksanaan Tingkat
Kebijakan Implementasi
Tepat Sasaran Kebijakan Daerah
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Sesuai dengan Visi, Misi 1, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah
Kabupaten, maka tujuan renstra Sekretariat Daerah adalah Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Akuntabel Dan Transparan yang
didukung dengan sasaran yaitu 1) Meningkatnya Akuntabilitas Dan
Kualitas Pelayanan Publik; 2) Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Tepat
Sasaran.

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ([IPMPRB) dengan indikator sasaran yaitu
1) Indeks Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (IPEKPPP); 2) Nilai SAKIP Komponen Pelaporan; dan 3) Persentase
Tingkat Implementasi Kebijakan Daerah.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam rencana strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, diperlukan
penerapan manajemen risiko yang sistematis, terukur dan adaptif.
Sekretariat Daerah telah menyusun Register Risiko dan Rencana
Pengendalian sebagai bagian dari sistem pengedalian intern pemerintah
(SPIP) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 serta pedoman teknis BPKP dan Inspektorat Daerah.

Register risiko disusun dengan mengidentifikasi potensi risiko utama
pada setiap program dan kegiatan prioritas, beserta penyebab, status risiko
(controllable/uncontrollable), tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood)
dan tingkat dampaknya (impact) terhadap pencapaian sasaran. Penilaian
risiko dilakukan dengan metode skoring, di mana risiko dinilai dalam skala
1 hingga 5 untuk masing-masing aspek kemungkinan dan dampak. Skor

akhir diperoleh dari hasil perkalian kemungkinan (K) x dampak (D) dan
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diklasifikasikan dalam kategori risiko: Sangat Rendah (1-2), Rendah (3-4),

Moderat (5-9), Tinggi (10-16) dan Ekstrim (di atas 16).
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Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Tabel 3.3.
Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Pernyataan Risiko

Pengendalian

Status Risiko

Rencana

Pemilik Risiko

No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan }; “ji:::n P:zfﬁ:b l;’; ;ia:k Yang Sudah uc/c Tindak / Penanggung ::lf:‘:
8! No. Pernyataan P Ada Kemungkinan Dampak Skor Pengendalian Jawab
. Risiko (K) (D)

1 Meningkatnya Meningkatnya Program Penataan Meningkatnya 1 Menurunnya Rendahnya Rendahnya Melaksanakan (e} 2 3 6 Melaksanakan Bagian Bulan
Kualitas Tata Kualitas Penunjang Organisasi evaluasi Unit kepatuhan kinerja Unit Indeks koordinasi evaluasi dan Organisasi Desember
Kelola Pelayanan Publik Urusan Penyelenggara Penyelenggaraan Penyelenggara Pelayanan dengan Unit fasilitasi Setda
Pemerintahan Perangkat Daerah Pemerintah Pelayanan Pelayanan Publik Pelayanan Publik (IPP) Penyelenggara Penyelenggara
yang Bersih dan Daerah Publik Publik Pelayanan Pelayanan
Sehat Kabupaten / Publik dalam Publik

Kota pelaksanaan
pelayanan
publik
Meningkatnya Meningkatnya 1 Pemerintah Keterlambatan Laporan Melaksanakan (¢} 2 3 6 Melaksanakan Bagian Bulan
Akuntabilitas Efektivitas dan Daerah tidak dalam Kinerja koordinasi evaluasi dan Organisasi Maret
Kinerja Efisiensi dapat menyampaikan Instansi dengan OPD fasilitasi Setda
Penyelenggaraan Pelaporan menyampaikan laporan Pemerintah dalam penyusunan
Pemerintah Kinerja Laporan Kinerja (LAKIP) penyusunan LAKIP OPD
Daerah Instansi tidak LAKIP
Pemerintah tersusun
(LAKIP) tepat waktu
Meningkatnya Program Kegiatan Meningkatnya 1 Rendahnya Kurangnya Rendahnya Melaksanakan C 2 2 4 Melaksanakan Bagian Bulan
Efektivitas Pemerintahan Administrasi Kualitas kualitas pemahaman Indeks koordinasi evaluasi, Pemerintahan Desember
Implementasi dan Tata Kebijakan kebijakan dalam Kualitas dengan implementasi,
Kebijakan Daerah Kesejahteraan Pemerintahan Pemerintahan pemerintahan penyusunan Kebijakan Perangkat dan
Rakyat Kegiatan dan Otonomi dan otonomi dan (IKK) Daerah dan penyusunan
F. glatan Daerah daerah pelaksanaan Bagian terkait kebijakan
asilitasi - B
N kebijakan terkait
Kerjasama Kai dministrasi
Daerah ter] alt_ tata administras:
pemerintahan tata
dan otonomi pemerintahan
daerah
Kegiatan Meningkatnya 1 Rendahnya Kurangnya Rendahnya Melaksanakan C 2 3 6 Melaksanakan Bagian Bulan
Pelaksanaan Kualitas kualitas pemahaman Indeks koordinasi evaluasi, Kesejahteraan Desember
Kebijakan Kebijakan kebijakan dalam Kualitas dengan implementasi, Rakyat
Kesejahteraan Kesejahteraan kesejahteraan penyusunan Kebijakan Perangkat dan
Rakyat Rakyat rakyat dan (IKK) Daerah dan penyusunan
pelaksanaan Bagian terkait kebijakan
kebijakan terkait
terkait kesejahteraan
kesejahteraan rakyat
rakyat
Kegiatan Meningkatnya 1 Produk hukum Kurangnya Rendahnya Malaksanakan (¢} 2 2 4 Melaksanakan Bagian Hukum Bulan
Fasilitasi dan Kualitas daerah tidak pemahaman Indeks fasilitasi dalam koordinasi Desember
Koordinasi Produk Hukum tersusun dengan dalam Reformasi penyusunan dalam
Hukum Yang baik penyusunan Hukum produk hukum penyusunan
Dihasilkan produk hukum (IRH) daerah produk hukum
daerah dengan bagian
yang
membidangi
yang
dikoordinir oleh
Bagian Hukum
Setda
Program Kegiatan Meningkatnya 1 Rendahnya Kurangnya Rendahnya Melaksanakan C 2 3 6 Melaksanakan Bagian Bulan
Perekonomian Pelaksanaan Kualitas kualitas pemahaman Indeks koordinasi, evaluasi, Perekonomian Desember
dan Kebijakan Kebijakan kebijakan dalam Kualitas monitoring dan implementasi, dan Sumber
Pembangunan Perekonomian Pengelolaan pengelolaan penyusunan evaluasi terkait dan Daya Alam
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No. Tujuan

Sasaran

Program

Tujuan Pernyataan Risiko Penyebab Uraian Pengendalian Status Risiko Rencana Pemilik Risiko Target
Kegiatan Kegiatan Risiko Dampak Yang Sudah uc/c Tindak / Penanggung Waktu
No. Pernyataan Ada Kemungkinan Dampak Skor Pengendalian Jawab
3 Risiko (D)
Kegiatan Perekonomian perekonomian dan Kebijakan pelaksanaan penyusunan
Pemantauan dan dan pelaksanaan (IKK) kebijakan kebijakan
Kebijakan Pembangunan pembangunan kebijakan pengelolaan terkait
Terkait Sumber terkait perekonomian perekonomian
Daya Alam perekonomian dan dan
dan pembangunan pembangunan
pembangunan
Kegiatan Meningkatnya 1 Rendahnya Kurangnya Rendahnya Melaksanakan (¢} 2 4 Melaksanakan Bagian Bulan
Administrasi Kualitas kualitas pemahaman Indeks koordinasi evaluasi, Administrasi Desember
Pembangunan Kebijakan kebijakan dalam Kualitas dengan implementasi, Pembangunan
Administrasi administrasi penyusunan Kebijakan Perangkat dan
Pembangunan pembangunan dan (IKK) Daerah dalam penyusunan
pelaksanaan penataan kebijakan
kebijakan administrasi terkait
terkait pembangunan administrasi
administrasi pembangunan
pemangunan
Kegiatan Meningkatnya 1 Proses pengadaan Proses Rendahnya Semua C 2 4 Melaksanakan Bagian Bulan
Pengadaan Kualitas barang dan jasa pengadaan Indeks Tata pengadaan evaluasi Pengadaan Desember
Barang dan Layanan pemerintah tidak barang dan jasa Kelola barang dan pengelolaan Barang dan
Jasa Pengadaan dilaksanakan menyalahi Pengadaan jasa Perangkat pengadaan Jasa
Barang dan dengan baik peraturan (ITKP) Daerah melalui barang dan
Jasa perundang- Unit Pengadaan jasa secara
undangan Barang dan elektronik
Jasa
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3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rumusan berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-
prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-
belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang
bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal
Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling
melengkapi membentuk cerita atau strategi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit
dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan
arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam
menentukan dan mencapai tujuan.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah,
yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Peran
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, menuntut adanya
peningkatan pelayanan di berbagai pembangunan baik regional maupun
nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya
reformasi manajemen dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi,

restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan
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meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi
organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, dan adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud
perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap
aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang
dikembangkan meliputi kebijakan yang mempunyai dampak bagi
masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan
teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan
alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan
untuk menunjang implementasi kebijakan dan kebijakan teknis, serta
kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan
kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada
masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel 3.4.

Visi, Misi 1, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih Inovatif Maju
Agamis Aman

Misi 1:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel,
dan professional

Tujuan Sasaran . o
Kabupaten Kabupaten Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Terwujudnya Peningkatakan Penguatan birokrasi
Pemerintahan | Tata Kelola Kualitas Tata dan tata kelola
Bersih Pemerintahan | Kelola pemerintahan yang
yang Adaptif, Pemerintahan baik dan bersih,
Akuntabel dan | dan Pelayanan menuju tata kelola
Transparan Publik yang pemerintahan yang
Inovatif dan dinamis (Good
Efektif Governance and Clean
Governance to Dynamic
Governance)

Renstra Setda 2025-2029

80



Tujuan
Kabupaten

Sasaran
Kabupaten

Strategi

Arah Kebijakan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Pengembangan Smart
Governance
Penguatan dan
Penataan Organisasi
Penerapan sistem
merit secara konsisten
Peningkatan kualitas
sumber daya manusia
ASN melalui
pengembangan
corporate university
Penguatan
pemahaman kualitas
ASN di dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Penguatan budaya
kerja pemerintahan
menjadi basis utama
perubahan kinerja
pemerintahan

Perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan
pembangunan yang
terpadu, transparan
dan akuntabel
berbasis teknologi
informasi

Penataan proses bisnis
dan SOP pelayanan
publik serta
peningkatan
keterbukaan informasi
Peningkatan pelayanan
administraasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Peningkatan layanan
dan kemudahan
perijinan

Peningkatan layana
fasilitasi tugas dan
fungsi DPRD
Peningkatan pelayanan
publik di wilayah
kecamatan

Digitalisasi
pemerintahan dalam
pelayanan publik
Monitoring dan
pengendalian dalam
rangka pengambilan
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Tujuan
Kabupaten

Sasaran
Kabupaten

Strategi

Arah Kebijakan

17.

18.

kebijakan (evidance
based policy)
Pemutakhiran data
wajib pajak daerah dan
penggalian potensi
jenis-jenis pajak
daerah yang belum
tergali secara optimal
Pengembangan sistem
tata kelola data yang
terintegrasi untuk
proses perumusan dan
evaluasi kebijakan

Sedangkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.

Visi, Misi 1, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih Inovatif Maju

Agamis Aman

Misi 1:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel,

dan professional

Tujuan

Sasaran

Setda Setda Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya | Meningkatnya | Meningkatkan Meningkatkan
Tata Kelola Akuntabilitas | Indeks Ketersediaan Jasa
Pemerintahan | dan Kualitas Kepuasan Penunjang
Yang Adaptif, | Pelayanan Masyarakat Meningkatkan
Akuntabel Publik (IKM) Kualitas Administrasi
dan Umum
Transparan Meningkatkan

Kualitas

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah (BMD)

Meningkatkan
Ketersediaan Barang
Milik Daerah (BMD)

Meningkatkan
Kedisplinan ASN

Meningkatkan
Efektivitas
Administrasi Barang
Milik Daerah (BMD)
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’I‘Sue‘l:;: Sg::;:n Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatkan
Pelaksanaan Efektivitas
Perencanaan, Penggunaan

Evaluasi, dan
Pelaporan (PEP)

Anggaran Perangkat
Daerah

Kinerja dan Meningkatkan
Pengelolaan Efektivitas dan
Keuangan Efisiensi
Perangkat Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Meningkatkan
Efektivitas Pelaporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatkan
Ketersediaan Biaya
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Meningkatkan Meningkatkan
Pelaksanaan Ketersediaan
Keprotokolan Keprotokolan dan
dan Komunikasi | Komunikasi
Pimpinan Pimpinan
Meningkatkan Meningkatkan Nilai
Kematangan / Evaluasi
Maturitas Kelembagaan
Organisasi Organisasi Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Meningkatkan Meningkatkan
Opini Evaluasi Unit
Ombudsman RI | Penyelenggara

Pelayanan Publik

Meningkatkan Meningkatkan Indeks
Nilai Evaluasi RB General

Mandiri RB

General

Meningkatkan Meningkatkan
Efektivitas Efektivitas dan
Pelaporan Efisiensi Pelaporan
Kinerja Instansi | Kinerja

Pemerintah

(LKIP)
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’I‘Sue‘l:;: Sg::;:n Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya | Meningkatkan Meningkatkan
Pelaksanaan Kualitas Implementasi
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Daerah
Tepat Sasaran | Pemerintahan Bidang Pemerintahan

dan Otonomi dan Otonomi Daerah
Daerah Meningkatkan
Produktivitas Kerja
Sama Daerah
Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Implementasi
Kebijakan Kebijakan Daerah
Kesejahteraan Bidang Kesejahteraan
Rakyat Rakyat
Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Produk | Penerapan Prinsip
Hukum Yang Hukum Dalam
Dihasilkan Pemerintahan
Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Implementasi
Kebijakan Kebijakan Daerah
Pengelolaan Bidang Perekonomian
Perekonomian Meningkatkan
dan Pemantauan
Pembangunan Pelaksanaan
Kebijakan Terkait
Sumber Daya Alam
Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Implementasi
Kebijakan Kebijakan
Administrasi Administrasi
Pembangunan Pembangunan
Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Kualitas Tata Kelola
Layanan Pengadaan Barang
Pengadaan dan Jasa
Barang dan
Jasa
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun yaitu
Tahun 2025-2029.
Adapun rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon adalah:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.
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j. Kegiatan Penataan Organisasi.

k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.

b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.

b. Kegiatan Administrasi Pembangunan.

c. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daserah (APBD)
Kabupaten Cirebon. Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat
peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan
mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
program-program yang telah disusun. Sehingga peningkatan anggaran
akan diiringi dengan peningkatan kinerja.
Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Sekretariat

Daerah Kabupaten Cirebon secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
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Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Program dan Kegiatan Kinarin Tnjuan, Kondisi B gkat
Tujuan|Sasaran Kode 7 Sub Kegi Sasaran,Program Awal 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
( ) dan Kegi / P
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, | Indeks Penilaian Mandiri 80 Poin 81 |169.829.274.000| 82 |194.243.844.000| 83 |221.348.625.000| 84 |253.101.598.000| 85 |295.182.273.000| 85 |1.133.705.614.000
Ak bel dan T Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (IPMPRB}
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan | Indeks Pemantauan dan 4.2 Poin 4,3 |126.296.936.000] 4.4 |147.842.001.000] 4,5 |171.216.114.000] 4.6 |199.105.422.000| 4.7 |237.063.998.000| 4.7 881.524.471.000
Publik Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik {IPEKPPP)
gl ya 1aan K Tepat Persentase Tingkat 100 Persen | 100 43.338.190.000| 100 46.197.987.000| 100 49.918.462.000| 100 53.771.424.000| 100 57.882.285.000| 100 251.108.348.000
Sasaran Implementasi Kebijakan Daerah
01. PROGRAM PENUNJANG | Indeks Kepuasan Masyarakat 0 Poin 88,75| 68.131.193.000| B89 83.539.814.000 | 89,25 |101.623.818.000| 89,5 | 123.692.403.000 | 89.75] 150.182.598.000 | 89,75] 527.169.826.000
URUSAN (IKM)
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 | 43.560.000.000| 100 | 47.613.000.000] 100 | 52.068.650.000| 100 | 56.967.081.000| 100 | 62.352.433.000| 100 262.561.164.000
Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan (PEP) Kinerja dan
Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 | 13.531.565.000| 100 | 15.561.299.000] 100 | 16.339.364.000| 100 | 17.202.441.000| 100 | 23.223.296.000| 100 85.857.965.000
Keprotokolan dan Komunikasi
Pimpinan
Tingkat Kematangan/Maturitas 0 Poin 281 352.773.000| 28,2 370.412.000| 28,3 388.933.000| 284 408.380.000| 28,5 428.799.000 | 28.5 1.949.297.000
Organisasi Perangkat Daerah
Nilai Evaluasi Mandiri RB 0 Nilai 68 435.074.000) 68,5 456.828.000] 69 479.669.000| 69,5 503.653.000| 70 528.835.000| 70 2.404.059.000
General
Opini Ombudsman 0 Nilai 93,75 286.331.000| 94 300.648.000 | 94.25 315.680.000] 94,5 331.464.000] 94,75 348.037.000 | 94,75 1.582.160.000
01.2.01. Perencanaan, Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 120.000.000| 100 126.000.000| 100 132.300.000| 100 138.915.000 100 145.860.000 | 100 663.075.000
Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 170.000.000] 100 178.500.000] 100 187.425.000| 100 196.796.000| 100 206.635.000 | 100 939.356.000
Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01.2.01.0001. | Penyusunan Dok Jumilah Dok Perencanaan 0 Dokumen 8 120.000.000 8 126.000.000 8 132.300.000 8 138.915.000 8 145.860.000| 40 663.075.000 | BAGIAN Setda Kab.
Perencanaan Perangkat | Perangkat Daerah PERENCANAAN | Cirebon
Daerah DAN (Kelurahan
KEUANGAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.01.0006. | Koordinasi dan Jumiah Laporan Capaian Kinerja | 0 Laporan 4 120.000.000 4 126.000.000 4 132.300.000 4 138.915.000 4 145.860.000| 20 663.075.000 | BAGIAN Setda Kab.
Penyusunan Laporan dan lkhtisar Realisasi Kinerja PERENCANAAN | Cirebon
Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil DAN (Kelurahan
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Koordinasi Penyusunan Laporan KEUANGAN Sumber -
SKPD Capaian Kinerja dan lkhtisar Kecamatan
Realisasi Kinerja SKPD sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 1/12
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Kinerja Tujuan, - Perangkat
Tujuan|Sasaran|  Kode ”"9/';;"‘,‘:"‘ Kegiatan Sasaran,Program K::‘:'." 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
e ( )} dan Kegi / P
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 0 Laporan 1 50.000.000 1 52.500.000 1 55.125.000 1 57.881.000 1 60.775.000 5 276.281.000 | BAGIAN Setda Kab.
Perangkat Daerah Perangkat Daerah PERENCANAAN | Cirebon
DAN (Kelurahan
KEUANGAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.02. Administrasi Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 40.670.000.000| 100 44.703.500.000| 100 49.138.675.000] 100 54.015.608.000) 100 59.378.388.000| 100 247.906.171.000
Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan
Daerah Perangkat Daerah
01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 133 250 | 40.000.000.000] 250 | 44.000.000.000| 250 | 48.400.000.000] 250 | 53.240.000.000| 250 | 58.564.000.000| 250 244.204.000.000 | SEKRETARIAT | Setda Kab.
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan DAERAH Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.02.0004. | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan | 1 Dokumen 1 250.000.000 1 262.500.000 1 275.625.000 1 289.406.000 1 303.876.000 5 1.381.407.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi SKPD PERENCANAAN | Cirebon
SKPD DAN (Kelurahan
KEUANGAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.02.0005. | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir | 1 Laporan 1 160.000.000 1 168.000.000 1 176.400.000 1 185.220.000 1 194.481.000 5 884.101.000 | BAGIAN Setda Kab.
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil PERENCANAAN | Cirebon
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan DAN (Kelurahan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD KEUANGAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.02.0007. | Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 6 Laporan 6 260.000.000] 6 273.000.000| 6 286.650.000| 6 300.982.000| 6 316.031.000| 30 1.436.663.000 | BAGIAN Setda Kab.
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ PERENCANAAN | Cirebon
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan DAN (Kelurahan
Triwulanan/ Semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan KEUANGAN Sumber -
SKPD Keuangan Kecamatan
Bul, Triwul. /S an sumber)
SKPD
01.2.03. Administrasi Barang Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 500.000.000] 100 585.000.000] 100 686.250.000| 100 806.962.000| 100 950.990.000 | 100 3.529.202.000
Milik Daerah pada Laporan RKPBMD
Perangkat Daerah
01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 2 Dokumen 2 400.000.000 2 480.000.000 2 576.000.000 2 691.200.000 2 829.440.000| 10 2.976.640.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Jumiah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 100.000.000 1 105.000.000 1 110.250.000 1 115.762.000 1 121.550.000 5 552.562.000 | BAGIAN Setda Kab.
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD PERENCANAAN | Cirebon
DAN (Kelurahan
KEUANGAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.05. Administrasi Tingkat Disiplin ASN 0 Poin 95 1.019.103.000| 96 1.133.013.000| 97 1.256.315.000| 98 1.380.946.000( 99 1.534.941.000| 99 6.333.318.000
Kepegawaian
Perangkat Daerah
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Program dan Kegiatan Kinerja Tujuan, Kondisi P kat
Tujuan|Sasaran Kode Sasaran,Program 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal -
(outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Dinas 7 Paket 5 864.390.000] 5 950.829.000| 5 1.045.912.000) 5 1.150.503.000| 5 1.265.553.000| 25 5.277.187.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan Cirebon
Kelengkapannya (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.05.0003. | Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan 1 Dokumen 1 74.713.000 1 82.184.000 1 90.403.000 1 099.443.000 1 109.388.000 5 456.131.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Pengolahan Adi asi | dan Pengol. Administrasi Cirebon
Kepegawaian Kepegawaian (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.05.0009. | Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan 12 Orang 13 80.000.000] 13 100.000.000) 13 120.000.000) 13 140.000.000| 13 160.000.000| 65 600.000.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Cirebon
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan (Kelurahan
Pelatihan Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06. Administrasi Umum Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 | 12.841.501.000| 100 | 15.693.332.000| 100 | 19.194.638.000| 100 | 23.496.318.000| 100 | 28.784.899.000| 100 100.010.688.000
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 60 Paket 5 1.233.387.000 5 1.541.733.000 5 1.927.167.000 5 2.408.958.000 5 3.011.198.000| 25 10.122.443.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Cirebon
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang (Kelurahan
Bangunan Kantor Disediakan Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 15 Paket 3 960.000.000 3 1.152.000.000 3 1.382.400.000 3 1.658.880.000 3 1.990.656.000| 15 7.143.936.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang Cirebon
Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Jumilah Paket Peralatan Rumah 72 Paket 3 964.872.000| 3 1.206.090.000] 3 1507.613.000f 3 1.884516.000f 3 2.355.644.000| 15 7.918.735.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 290 Paket 1 2.047.086.000 1 2.558.857.000 1 3.198.571.000 1 3.908.214.000 1 4.997.768.000 5 16.800.496.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 56 Paket 5 1.400.000.000] 5 1.680.000.000| 5 2.016.000.000f 5 2.419.200.000] S 2.903.040.000| 25 10.418.240.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Cetakan dan dan Penggandaan yang Cirebon
Penggandaan Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 3/12
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Khl:r::k:t;” Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
ujuan, i P k
Tujuan|Sassran| Kode |Pro8Tmm daa Keglatan Sasaran,Program Anndisl 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal -
(outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.06.0007. | Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 72 Paket 4 1.400.000.000 4 1.680.000.000 4 2.016.000.000 4 2.419.200.000 4 2.903.040.000| 20 10.418.240.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Bahan/Material yang Disediakan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 390 390 3.069.815.000| 390 3.837.268.000] 390 4.796.585.000) 390 5.995.731.000| 390 7.494.664.000 | 1.950 25.194.063.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Tamu Kunjungan Tamu Laporan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 900 900 1.644.508.000| 900 1.891.184.000| 900 2.174.862.000] 900 2.501.091.000| 900 2.876.255.000 | 4.500 11.087.900.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat Laporan Cirebon
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 33 13 121.833.000| 13 146.200.000| 13 175.440.000| 13 210.528.000| 13 252.634.000| 65 906.635.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Dokumen Cirebon
pada SKPD (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.07. Pengadaan Barang Persentase Ketersediaan BMD 0 Persen 80 34.052.092.000| 81 41.654.868.000| 82 50.088.585.000| 83 60.234.731.000| 84 72.442.213.000| 84 258.472.489.000
Milik Daerah Berdasarkan RKPEMD
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
01.2.07.0001. | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 265 | 27.000.000.000] 265 | 32.400.000.000| 265 | 38.880.000.000| 265 | 46.656.000.000| 265 | 55.987.200.000|1.325] 200.923.200.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Cirebon
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan yang (Kelurahan
Disediakan Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 0 Unit 1 3.000.000.000 2 3.600.000.000 3 4.320.000.000 3 5.184.000.000 3 6.220.800.000| 12 22.324.800.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Cirebon
Lapangan yang Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 100 Unit 2 1.000.000.000 2 1.200.000.000 2 1.440.000.000 2 1.728.000.000 2 2.073.600.000| 10 7.441.600.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Disediakan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 50 Unit 10 1.000.000.000| 10 1.200.000.000| 10 1.440.000.000| 10 1.728.000.000| 10 2.073.600.000| 50 7.441.600.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 4/12
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Program dan Kegiatan Kinerja Tujuan, Kondisi P kat
Tujuan|Sasaran Kode Sasaran,Program 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal a
{outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau 0 Unit 6 1.052.092.000 6 2.054.868.000 6 2.568.585.000 6 3.210.731.000 6 4.013.413.000| 30 12.899.689.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang Cirebon
Lainnya Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 15 Unit 18 1.000.000.000| 18 1.200.000.000| 18 1.440.000.000| 18 1.728.000.000| 18 2.073.600.000| 90 7.441.600.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Prasarana Gedung Kantor | Prasarana Gedung Kantor atau Cirebon
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang (Kelurahan
Disediakan Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.08. Penyediaan Jasa Persentase Ketersediaan jasa 0 Persen 100 7.359.911.000] 100 9.127.874.000| 100 11.330.626.000| 100 14.076.145.000| 100 17.499.329.000| 100 59.393.885.000
Penunjang Urusan Penunjang
Pemerintahan Daerah
01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 24 Laporan 24 480.099.000] 24 528.109.000| 24 580.920.000| 24 639.012.000| 24 702.913.000| 120 2.931.053.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Menyurat Surat Menyurat Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 4 Laporan 4 2.219.492.000] 4 2.774.365.000 4 3.467.956.000 4 4.334.945.000 4 5.418.682.000| 20 18.215.440.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air Cirebon
Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa| 8 Laporan 8 310.320.000 8 387.900.000 8 484.875.000 8 606.094.000 8 757.617.000| 40 2.546.806.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Cirebon
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Jumilah Laporan Penyediaan Jasa| 5 Laporan 5 4.350.000.000 5 5.437.500.000 5 6.796.875.000 5 8.496.094.000 5 10.620.117.000| 25 35.700.586.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Pelayanan Umum Kantor | Pelayanan Umum Kantor yang Cirebon
Disediakan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.09. Pemeliharaan Barang |Persentase BMD Kondisi Baik 0 Persen 95 12.008.539.000| 95 14.963.173.000| 95 18.646.967.000| 95 23.240.307.000| 95 28.491.645.000| 95 97.350.631.000
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan 30 Unit 30 754.801.000| 30 943.502.000| 30 1.179.377.000| 30 1.474221.000| 30 1.842.777.000| 150 6.194.678.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Cirebon
Pemeliharaan, dan Pajak |Jabatan yang Dipelihara dan (Kelurahan
Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajaknya Sumber -
Dinas atau Kendaraan Kecamatan
Dinas Jabatan sumber)
01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 30 Unit 30 1.061.087.000| 30 1.326.358.000| 30 1.657.948.000| 30 2.072.434.000| 30 2.113.883.000| 150 8.231.710.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Cirebon
Pemeliharaan, Pajak dan |yang Dipelihara dan dibayarkan (Kelurahan
Perizinan Kendaraan Pajak dan Perizinannya Sumber -
Dinas Operasional atau Kecamatan
Lapangan sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 5/12
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Klnl:r‘i’:k‘:t:' Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
ujuan, " P, kat
Tujusn|Sassran| Kode. |PrmEEm dan Keplatan Sasaran,Program Xondist 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal -
(outcome) dan Kegiatan / g
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 425 Unit 70 150.000.000] 70 180.000.000| 70 216.000.000f 70 259.200.000| 70 311.040.000| 350 1.116.240.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit 281 800.000.000] 281 960.000.000| 281 1.152.000.000} 281 1.382.400.000] 281 1.658.880.000 | 1.405 5.953.280.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumiah Gedung Kantor dan 9 Unit 6 3.776.705.000| 6 4.720.881.000| 6 5.901.101.000] 6 7.376.377.000| 6 9.220.471.000| 30 30.995.535.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Cirebon
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana 12 Unit 6 3.411.078.000 6 4.263.848.000 6 5.329.810.000 6 6.662.262.000 6 8.327.827.000| 30 27.994.825.000 | BAGIAN UMUM | Setds Kab.
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Cirebon
Gedung Kantor atau Lainnya yai (Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.09.0011. | Pemeliharaan/Rehabilitasi [ Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 6 2.054.868.000 6 2.568.584.000 6 3.210.731.000 6 4.013.413.000 6 5.016.767.000| 30 16.864.363.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Cirebon
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya yang (Kelurahan
Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi Sumber -
Lainnya Kecamatan
sumber)
01.2.11. Administrasi Persentase Ketersediaan Biaya 0 Persen 100 2.950.047.000| 100 2.987.554.000) 100 3.030.687.000| 100 3.063.756.000| 100 3.100.131.000| 100 15.132.175.000
Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan
Operasional Kepala Wakil Kepala Daerah
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
01.2.11.0001. | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 2 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 1.500.000.000 2 7.500.000.000 | SEKRETARIAT Setda Kab.
Tunjangan Kepala Daerah | Gaji dan Tunjangan Kepala Orang/Bulan DAERAH Cirebon
dan Wakil Kepala Daerah | Daerah dan Wakil Kepala (Kelurahan
Daerah Sumber -
Kecamatan
sumber);
Setda Kab.
Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.11.0002. | Penyediaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 2 Paket 1 450.047.000| 1 487.554.000| 1 530.687.000| 1 563.756.000| 1 600.131.000| 5 2.632.175.000 | BAGIAN UMUM | Setda Kab.
Dinas dan Atribut Atribut Kelengkapan Kepala Cirebon
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala (Kelurahan
Daerah dan Wakil Kepala | Daerah yang Disediakan Sumber -
Daerah Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 6/12
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Klnl:r;’:k:';" Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan :'“t ‘Ok'ii
ujuan, i eran t
Tujusn|Sasaran| Kode. |ProBEm dan Keglatan Sasaran,Program Iundisl 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Dacrah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal a
(outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.11.0004. | Penyediaan Dana Jumlah Orang yang Menerima 2 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 5.000.000.000 | SEKRETARIAT Setda Kab.
Penunjang Op ional Dana P jang Operasional Orang/Bulan DAERAH Cirebon
Kepala Daerah dan Wakil | Kepala Daerah dan Wakil (Kelurahan
Kepala Daerah Kepala Daerah Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.13. Penataan Organisasi Nilai Evaluasi Kelembagaan 0 Poin 90 352.773.000| 91 370.412.000| 92 388.933.000f 93 408.380.000| 94 428.799.000| 94 1.949.297.000
Perangkat Daerah
Nilai PEKPPP (Pemantauan dan 0 Poin 100 286.331.000] 100 300.648.000| 100 315.680.000| 100 331.464.000| 100 348.037.000| 100 1.582.160.000
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik)
Persentase Perangkat Daerah 0 Persen 100 435.074.000] 100 456.828.000| 100 479.669.000) 100 503.653.000| 100 528.835.000| 100 2.404.059.000
Yang Melaksanakan
Implementasi RB General dan
Zona Integritas
01.2.13.0001. | Pengelolaan Jumiah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen 6 352.773.000| 6 370.412.000 6 388.933.000 6 408.380.000| 6 428.799.000| 30 1.949.297.000 | BAGIAN Setda Kab.
Kelembagaan dan Kelembagaan dan Analisis ORGANISASI Cirebon
Analisis Jabatan Jabatan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.13.0002. | Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan 6 286.331.000 6 300.648.000 6 315.680.000 6 331.464.000 6 348.037.000| 30 1.582.160.000 | BAGIAN Setda Kab.
Publik dan Tata Laksana |Pelayanan Publik dan Tata ORGANISASI Cirebon
Laksana (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.13.0003. | Peningkatan Kinerja dan | Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 2 435.074.000] 2 456.828.000] 2 479.669.000| 2 503.653.000| 2 528.835.000( 10 2.404.059.000 | BAGIAN Setda Kab.
Reformasi Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi ORGANISASI Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.14. Pelaksanaan Protokol | Persentase Ketersediaan 0 Persen 100 13.531.565.000| 100 | 15.561.299.000| 100 | 16.339.364.000| 100 17.202.441.000| 100 | 23.223.296.000| 100 85.857.965.000
dan Komunikasi Fasilitas Keprotokolan dan
Pimpinan Komunikasi Pimpinan serta
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan
01.2.14.0001. | Fasilitasi Keprotokolan Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi 1.455 6 3.693.350.000 6 4.247.352.000 6 4.459.720.000 6 4.683.362.000 6 6.322.539.000| 30 23.406.323.000 | BAGIAN Setda Kab.
Keprotokolan Laporan PROTOKOL DAN | Cirebon
KOMUNIKASI (Kelurahan
PIMPINAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
01.2.14.0002. | Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1.407 3 7.228.256.000| 3 8.312.494.000| 3 8.728.119.000| 3 9.231.460.000| 3 12.462.471.000| 15 45.962.800.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Laporan PROTOKOL DAN | Cirebon
KOMUNIKASI (Kelurahan
PIMPINAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 7/12
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Kinerja Tujuan, D gkat
Tujuan|Sasaran Kode Program dea: Keglstan Sasaran,Program Kuimddisy 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub K " ) dan Kegi: / Awal P
Sub Kegiatan(output) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.14.0003. | Pendokumentasian Tugas | Jumlah Laporan 2.077 4 2.600.959.000| 4 3.001.453.000| 4 3.151.525.000| 4 3.287.619.000| 4 4.438.286.000| 20 16.488.842.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pimpinan Pendokumentasian Tugas Laporan PROTOKOL DAN | Cirebon
Pimpinan KOMUNIKASI (Kelurahan
PIMPINAN Sumber -
Kecamatan
sumber)
02. PROGRAM Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 1.963.582.000| 100 1.449.068.000| 100 1.540.560.000] 100 1.638.529.000| 100 1.743.491.000| 100 8.335.230.000
PEMERINTAHAN DAN Kebijakan Penyelenggaraan
KESEJAHTERAAN Pemerintahan dan Otonomi
RAKYAT Daerah
Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 | 30.194.841.000| 100 | 32.304.581.000| 100 | 34.519.810.000| 100 | 36.845.801.000| 100 | 39.288.092.000| 100 173.153.125.000
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Persentase Produk Hukum Yang | O Persen 100 1.520.000.000] 100 1.590.000.000| 100 1.670.000.000| 100 1.750.000.000| 100 1.840.000.000 | 100 8.370.000.000
Dihasilkan
Persentase Fasilitasi Kerja Sama 0 Persen 100 5.420.368.000] 100 5.962.405.000| 100 6.508.645.000| 100 7.059.510.000| 100 7.615.461.000| 100 32.566.389.000
Daerah
02.2.01. Administrasi Tata Persentase Tingkat 0 Persen 100 1.963.582.000| 100 1.449.068.000| 100 1.540.560.000| 100 1.638.529.000| 100 1.743.491.000| 100 8.335.230.000
Pemerintahan Implementasi Kebijakan Bidang
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
02.2.01.0001. | Penataan Administrasi Jumiah Dok Hasil 1 Dokumen 2 847.509.000 1 364.885.000 1 383.130.000 1 402.287.000 1 422.402.000 6 2.420.213.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pemerintahan Penataan Administrasi PEMERINTAHAN | Cirebon
Pemerintahan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.01.0002. | Pengelolaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 5 446.124.000 4 380.736.000 4 418.810.000 4 460.691.000 4 506.760.000| 21 2.213.121.000 | BAGIAN Setda Kab.
Kewilayahan Pengelolaan Administrasi PEMERINTAHAN | Cirebon
Kewilayahan (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.01.0003. | Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | 4 Dokumen | 4 669.949.000| 4 703.447.000| 4 738.620.000| 4 775.551.000| 4 814.3290.000( 20 3.701.896.000 | BAGIAN Setda Kab.
Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah PEMERINTAHAN | Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.02. Pelaksanaan Kebijakan | Persentase Tingkat 0 Persen 100 | 30.194.841.000| 100 | 32.304.581.000| 100 | 34.519.810.000| 100 | 36.845.801.000| 100 | 39.288.092.000| 100 173.153.125.000
K aan Raky Impl i Kebijakan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
02.2.02.0001. | Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | 9 Dokumen 9 24.599.154.000| 9 25.829.111.000f 9 27.120.567.000f 9 28.476.595.000| 9 29.900.425.000| 45 135.925.852.000 | BAGIAN KESRA | Setda Kab.
Bina Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Cirebon
Spiritual (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 8/12
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Kl“Imlik‘:tor Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
ujuan, P, Kat
Tujuan|s Kode Program dsa Keglutan Sas:r?:,l’njsgnm Kundisk 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub K ) dan Kegi: / Awal -
Sub Kegiatan(output) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02.2.02.0002. | Pelaksanaan Kebijakan, |Jumlah Dokumen Hasil 45 6 1.127.434.000| 6 1.383.805.000] 6 1.652.995.000| 6 1935.645000| 6 2.232.428.000( 30 8.332.307.000 | BAGIAN KESRA | Setda Kab.
Evaluasi, dan Capaian Kebijakan, Evaluasi, dan Dokumen Cirebon
Kinerja Terkait Capaian Kinerja Terkait (Kelurahan
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Sumber -
Meliputi Urusan Sosial, Kecamatan
Transmigrasi, Kesehatan, sumber)
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
02.2.02.0003. | Py an Kebijakan, Jumlah Dok Hasil 8 Dokumen 6 4.468.253.000 6 5.091.665.000 6 5.746.248.000 6 6.433.561.000 6 7.155.239.000| 30 28.894.966.000 | BAGIAN KESRA | Setda Kab.
Evaluasi, dan Capaian Kebijakan, Evaluasi, dan Cirebon
Kinerja Terkait Capaian Kinerja Terkait (Kelurahan
Kesejahteraan Kesejahteraan Masyarakat yang Sumber -
Masyarakat Melij Urusan Kep ) Kecamatan
dan Olahraga, Pariwisata, sumber)
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
02.2.03. Fasilitasi dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 0 Poin 72 1.520.000.000| 74 1.590.000.000| 76 1.670.000.000] 78 1.750.000.000| 80 1.840.000.000| 80 8.370.000.000
Koordinasi Hukum
02.2.03.0001. | Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Daerah 460 465 550.000.000| 470 560.000.000] 475 580.000.000| 480 600.000.000 | 485 630.000.000 | 2.375 2.920.000.000 | BAGIAN HUKUM | Setda Kab.
Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.03.0002. | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang 12 Kasus 20 670.000.000| 25 705.000.000| 30 740.000.000) 35 775.000.000| 40 810.000.000 | 150 3.700.000.000 | BAGIAN HUKUM | Setda Kab.
Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Cirebon
Hukum (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.03.0003. | Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum dan 214 220 300.000.000] 225 325.000.000] 230 350.000.000) 235 375.000.000| 240 400.000.000 | 1.150 1.750.000.000 | BAGIAN HUKUM | Setda Kab.
Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Dokumen Cirebon
Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi (Kelurahan
Hukum Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.04. Fasilitasi Kerjasama Persentase Kerja Sama Daerah 0 Persen 100 5.420.368.000| 100 5.962.405.000| 100 6.508.645.000| 100 7.059.510.000| 100 7.615.461.000| 100 32.566.389.000
Daerah Yang Ditindaklanjuti
02.2.04.0001. | Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | 1 Dokumen 1 379.521.000| 1 417.473.000] 1 450220.000) 1 505.142.000| 1 555.656.000| 5 2.317.012.000 | BAGIAN Setda Kab.
Dalam Negeri Kerja Sama Dalam Negeri PEMERINTAHAN | Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
02.2.04.0002. | Fasilitasi Kerja Sama Luar | Jumlah Di Hasil F 0D 1 5.000.000.000| 1 5.500.000.000| 1 6.000.000.000| 1 6.500.000.000f 1 7.000.000.000| 5 30.000.000.000 | BAGIAN Setda Kab.
Negeri Kerja Sama Luar Negeri PEMERINTAHAN | Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal.9/12
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Kinerja Tujuan, 3 D gkat
Tujuan|Sasaran] Kode | Program dan Kegiatan Sasaran,Program Al 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal -
(outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
02.2.04.0003. | Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Laporan 1 40.847.000 1 44.932.000 1 49.425.000 1 54.368.000 1 59.805.000 5 249.377.000 | BAGIAN Setda Kab.
Kerja Sama Pelaksanaan Kerja Sama PEMERINTAHAN | Cirebon
(Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
03. PROGRAM Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 1.724.669.000] 100 2.125.704.000] 100 2.636.594.000] 100 3.130.446.000| 100 3.713.390.000| 100 13.330.803.000
PEREKONOMIAN DAN Kebijakan Pengelolaan
PEMBANGUNAN Perekonomian dan
Pembangunan
Persentase Pelaksanaan 0 Persen 100 555.885.000| 100 611.500.000| 100 672.650.000| 100 739.915.000| 100 813.906.000| 100 3.393.856.000
Kebijakan Administrasi
Pembangunan
Tingkat Kematangan UKPB] 0 Poin 75 1.058.845.000| 77 2.154.729.000| 79 2.370.203.000| 81 2.607.223.000| 83 2.867.945.000| 83 11.958.945.000
03.2.01. Pelaksanaan Kebijakan | Persentase Tingkat 0 Persen 100 1.230.064.000] 100 1.491.353.000| 100 1.820.258.000| 100 2.076.437.000| 100 2.348.132.000| 100 8.966.244.000
Perekonomian Implementasi Kebijakan Bidang
Perekonomian
03.2.01.0001. | Koordinasi, Sinkronisasi, |Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 4 691.418.000 4 898.843.000 4 1.168.496.000 4 1.359.500.000 4 1.559.500.000| 20 5.677.757.000 | BAGIAN Setda Kab.
Monitoring dan Evaluasi | Koordinasi, Sinkronisasi, PEREKONOMIAN | Cirebon
Kebijakan Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi DAN SUMBER (Kelurahan
BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD DAYA ALAM Sumber -
dan BLUD Kecamatan
sumber)
03.2.01.0002. | Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 91 Laporan 3 407.516.000 3 448.267.000 3 493.094.000| 3 542.403.000 3 596.644.000| 15 2.487.924.000 | BAGIAN Setda Kab.
Distribusi Per Pengendalian dan Distribusi PEREKONOMIAN | Cirebon
Perekonomian DAN SUMBER (Kelurahan
DAYA ALAM Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.01.0003. | Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 2 131.130.000] 2 144 243000 2 158.668.000| 2 174534000 2 191.988.000| 10 800.563.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pengawasan Ekonomi Perencanaan dan Pengawasan PEREKONOMIAN | Cirebon
Mikro Kecil Ekonomi Mikro Kecil DAN SUMBER (Kelurahan
DAYA ALAM Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.02. Administrasi Persentase Tingkat 0 Persen 100 555.885.000| 100 611.500.000| 100 672.650.000| 100 739.915.000| 100 813.906.000| 100 3.393.856.000
Pembangunan Implementasi Kebijakan
Administrasi Pembangunan
03.2.02.0001. | Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | 3 Dokumen 3 133.900.000 3 147.300.000 3 162.000.000 3 178.200.000 3 196.020.000| 15 817.420.000 | BAGIAN Setda Kab.
Program Pembangunan Penyusunan Program ADMINISTRASI | Cirebon
Pembangunan Daerah PEMBANGUNAN | (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.02.0002. | Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 4 105.725.000 4 116.300.000 4 127.950.000 4 140.745.000 4 154.819.000| 20 645.539.000 | BAGIAN Setda Kab.
Evaluasi Program Pengendalian dan Evaluasi ADMINISTRASI | Cirebon
Pembangunan Program Pembangunan PEMBANGUNAN | (Kelurahan
Sumber -
Kecamatan
sumber)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 10/12

Renstra Setda 2025-2029

96



xhl::;:k:';" Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
ujuan, i P kat
Tujuan|s Kode. | Progrem dsaKeglstan Sasaran,Program Kuadist 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
/ Sub Kegiatan Awal al
{outcome) dan Kegiatan /
Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
03.2.02.0003. | Pengelolaan Evaluasi dan | Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 5 316.260.000 5 347.900.000 S 382.700.000 5 420.970.000 5 463.067.000| 25 1.930.897.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pelaporan Pengelol Evaluasi dan ADMINISTRASI | Cirebon
Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan PEMBANGUNAN [ (Kelurahan
Pembangunan Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.03. Pengadaan Barang Indeks Tata Kelola Pengadaan 0 Poin 75 1.958.845.000| 77 2.154.729.000| 79 2.370.203.000| 81 2.607.223.000| 83 2.867.945.000| 83 11.958.945.000
dan Jasa (ITKP)
03.2.03.0001. | Pengelolaan Pengadaan |Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 643.554.000 1 707.909.000 1 778.700.000 1 856.570.000 1 942.227.000 5 3.928.960.000 | BAGIAN Setda Kab.
Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang PENGADAAN Cirebon
dan Jasa BARANG DAN (Kelurahan
JASA Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.03.0002. | Pengelolaan Layanan Jumiah Dokumen Hasil Layanan | 1 Dokumen 1 565.033.000 1 621.537.000 1 683.691.000 1 752.060.000 1 827.266.000 5 3.449.587.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pengadaan Secara Pengadaan Secara Elektronik PENGADAAN Cirebon
Elektronik BARANG DAN (Kelurahan
JASA Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.03.0003. | Pembinaan dan Advokasi | Jumlah Orang yang Mengikuti 1.040 Orang | 1.050 750.258.000 | 1.050 825.283.000 ] 1.050 907.812.000 1.050 998.593.000 | 1.050 1.098.452.000 | 5.250 4.580.398.000 | BAGIAN Setda Kab.
Pengadaan Barang dan Pembinaan dan Advokasi PENGADAAN Cirebon
Jasa Pengadaan Barang dan Jasa BARANG DAN (Kelurahan
JASA Sumber -
Kecamatan
sumber)
03.2.04. Ki Per Pemantauan 0 Persen 100 494.605.000) 100 634.351.000| 100 816.336.000| 100 1.054.009.000| 100 1.365.258.000| 100 4.364.559.000
Terkait Sumber Daya Kebijakan Terkait Sumber Daya
Alam Alam
03.2.04.0001. | Koordinasi, Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 2 272.173.000| 9 367.433.000] 9 496.035.000) 9 669.647.000] 9 904.024.000| 45 2.709.312.000 | BAGIAN Setda Kab.
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan PEREKONOMIAN | Cirebon
Pertanian, Kehutanan, Evaluasi Kebijakan Urusan DAN SUMBER (Kelurahan
Kelautan, dan Perikanan | Pertanian, Pangan, Kehutanan, DAYA ALAM Sumber -
Kelautan dan Perikanan, Kecamatan
Perdagangan, Perindustrian, sumber)
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
03.2.04.0002. | Koordinasi, Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 222.432.000| 3 266.918.000] 3 320.301.000) 3 384.362.000] 3 461.234.000| 15 1.655.247.000 | BAGIAN Setda Kab.
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan PEREKONOMIAN | Cirebon
Pertambangan dan Evaluasi Kebijakan Urusan DAN SUMBER (Kelurahan
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Sumber DAYA ALAM Sumber -
Daya Mineral, Lingkungan Kecamatan
Hidup, Kominfo, Perhubungan, sumber)
Statistik, Persandian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan | Nilai SAKIP Komponen 9.5 Nitai 10 194.148.000| 10,5 203.856.000| 11 214.049.000§ 115 224.752.000| 12 235.990.000| 12 1.072.795.000
Publik Pelaporan
o1. PROGRAM PENUNJANG | Ketepatan Waktu Penyajian 0 Poin 100 194.148.000] 100 203.856.000| 100 214.049.000| 100 224.752.000| 100 235.990.000 ( 100 1.072.795.000
URUSAN Laporan Kinerja Instansi
PEMERINTAHAN Pemerintah (LKIP)
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
01.2.13. o] Per ase Perangkat Daerah 0 Persen 100 194.148.000| 100 203.856.000| 100 214.049.000| 100 224.752.000| 100 235.990.000| 100 1.072.795.000
Tepat Waktu Pelaporan Kinerja
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.) Hal. 11/12
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Indikator Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Kinerja Tujuan, 3 D Lat
Tujuan|Sasaran|  Kode """-7';',';":"‘ Keglatan Sasaran,Program K:::'l" 2026 2027 2028 2020 2030 Kondisi Akhir Daerah Lokasi
= ( ) dan Kegi / P
Sub Kegiatan(output) Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01.2.13.0005. | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan | 1 Dokumen 194.148.000 203.856.000 2 214.049.000 2 224.752.000 2 235.990.000| 10 1.072.795.000 | BAGIAN Setda Kab.
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Kinerja ORGANISASI Cirebon
Kinerja Pemerintah Pemerintah Daerah (Kelurahan
Daerah Sumber -
Kecamatan
sumber)
TOTAL PENDANAAN 169.829.274.000 194.243.844.000 221.348.625.000 253.101.598.000 295.182.273.000 1.133.705.614.000
Hal. 12 /12

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (4-1.0-0.0-0.01.)
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Subkegiatan yang menjadi priotitas dalam mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2025-2029 dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan

daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.2.

Subkegiatan Prioritas Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Akuntabel dan
Transparan

Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (IPMPRB)

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(IPEKPPP)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Tingkat Kematangan/Maturitas
Organisasi Perangkat Daerah

Penataan Organisasi

Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah

1. Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai Evaluasi Mandiri RB General

Penataan Organisasi

Persentase Perangkat Daerah Yang
Melaksanakan Implementasi RB General
dan Zona Integritas

1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Opini Ombudsman
Kabupaten /Kota
Penataan Organisasi Nilai PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Publik)
1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan,
Kabupaten/Kota Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Kinerja
dan Pengelolaan Keuangan Perangkat
Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Ketersediaan Perencanaan
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Ketersediaan Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

5. Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Laporan
RKPBMD

8. Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Ketersediaan Laporan
Perangkat Daerah RKPBMD

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tingkat Disiplin ASN

2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

3. Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan
Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Ketersediaan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

5. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor yang Disediakan

6. Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7. Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
Tangga yang Disediakan

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

yang Disediakan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

10.Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material yang
Disediakan

11.Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan

Tamu

12.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

13.Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Ketersediaan BMD
Berdasarkan RKPBMD

14.Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan

15.Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

16.Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

17.Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

18.Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

19.Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Penyediaa
Pemerinta

n Jasa Penunjang Urusan
han Daerah

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang

20.Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

21.Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

22.Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

23.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase BMD Kondisi Baik

24 .Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
25.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
26.Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara
27.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
Lainnya yang Dipelihara
28.Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
29.Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
30.Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pendukung | Pendukung Gedung Kantor atau
Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala | Persentase Ketersediaan Biaya
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
31.Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Daerah Kepala Daerah
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

32.Penyediaan Pakaian Dinas dan

Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang Disediakan

33.Penyediaan Dana Penunjang

Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Dana
Penunjang Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pelaksanaan Keprotokolan
dan Komunikasi Pimpinan

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Persentase Ketersediaan Fasilitas
Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
serta Pendokumentasian Tugas Pimpinan

1. Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan Pendokumentasian
Pimpinan Tugas Pimpinan

‘ Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan

Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ketepatan Waktu Penyajian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Penataan Organisasi

Persentase Perangkat Daerah Tepat
Waktu Pelaporan Kinerja
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

1. Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Tepat Sasaran

Persentase Tingkat Implementasi
Kebijakan Daerah

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase Pelaksanaan Kebijakan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Administrasi Tata Pemerintahan

Persentase Tingkat Implementasi
Kebijakan Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

1. Penataan Administrasi
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan
Administrasi Pemerintahan

2. Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Administrasi Kewilayahan

3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Persentase Kerja Sama Daerah Yang
Ditindaklanjuti

4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja
Sama Dalam Negeri

5. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja
Sama Luar Negeri
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

6. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Tingkat Implementasi
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual

2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
dan Capaian Kinerja Terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Meliputi

Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, |Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
dan Capaian Kinerja Terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi

Urusan Kepemudaan dan Olahraga,
Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum

Linmas
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum Yang
Dihasilkan
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indeks Reformasi Hukum (IRH)
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah yang
Hukum Daerah Disusun
2. Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan

Fasilitasi Bantuan Hukum

3. Pendokumentasian Produk Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan
dan Pengelolaan Informasi Hukum | Informasi Hukum yang Didokumentasi

Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase Pelaksanaan Kebijakan
Pengelolaan Perekonomian dan
Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Tingkat Implementasi

Kebijakan Bidang Perekonomian
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan | Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan BUMD dan BLUD Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2. Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Perekonomian Distribusi Perekonomian
3. Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan
Ekonomi Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Persentase Pemantauan Kebijakan
Alam Terkait Sumber Daya Alam
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Kehutanan, Kelautan, dan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Perikanan Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Evaluasi Kebijakan Pertambangan
dan Lingkungan Hidup

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Urusan Pertambangan dan Sumber Daya
Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Persentase Pelaksanaan Kebijakan
Administrasi Pembangunan
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Subkegiatan Program (outcome) dan Kegiatan /
Subkegiatan (output)
1 2 3 4 5 6

Administrasi Pembangunan

Persentase Tingkat Implementasi

Kebijakan Administrasi Pembangunan

1.

Fasilitasi Penyusunan Program
Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Penyusunan Program Pembangunan
Daerah

Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

2. Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Program Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan

Program Perekonomi

an Dan Pembangunan

Tingkat Kematangan UKPBJ

Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

1.

Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa

2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Layanan
Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Jumlah Orang yang Mengikuti

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

Renstra Setda 2025-2029

112




Subkegiatan prioritas berdasarkan Tabel 4.2. di atas dikelompok
berdasarkan pada indikator tujuan, sasaran dan program dalam rangka

mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja
yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya.

Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan
bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah.
Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan
pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-
2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai
dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam
target kinerja RPJMD Kabupaten Cirebon.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon secara rinci

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
No Indikator Kinerja Kinerja
: pada Awal 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | pada Akhir
periode Periode
1. | Indeks Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan NA Poin 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,70
Publik (IPEKPPP)
2. | Nilai SAKIP Komponen Pelaporan NA Nilai 9,50 | 10,00 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 12,00
3. | Persentase Tingkat Implementasi NA Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00
Kebijakan Daerah
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4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sedangkan indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa Sekretariat Daerah berkewajiban

memenuhi indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah
Yang Mengacu Pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Urusan

No
IKK

IKK Outcome

Target Capaian Kinerja

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Kondisi
Kinerja pada
Akhir
Periode

Fungsi
Penunjang
urusan
Pemerintahan
(Pengadaan)

Presentase jumlah total
proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun berikutnya
yang ditandatangani pada
kuartal pertama

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Persentase jumlah pengadaan
yang dilakukan dengan
metode kompetitif

17,70%

17,80%

17,90%

18,00%

18,10%

18,20%

18,20%

Rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui pengadaan

20,50%

21,00%

21,50%

22,00%

22,50%

23,00%

23,00%

Persentase peningkatan
penggunaan produk dalam
negeri dan produk usaha
mikro, usaha kecil, dan
koperasi pada pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah

13,00%

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

18,00%
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BAB V

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029
merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi
sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya,
terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Untuk itu, terkalt dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2025-2029, yaitu:

1. Dalam Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan
rumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan
Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2. Renstra Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk
setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon.

3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Cirebon,
keberadaan Renja harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal
yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa
harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara
periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang

perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
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Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon perlu
dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon agar
dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dapat tercapai.
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